SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN GAPAIAN KINERJA

SEKRETARIAT KABINET

SEMESTER |
TAHUN 2020

SEKRETARIAT KABINET
2020



LAPORAN CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET
SEMESTER | TAHUN 2020

\'

RPENGAN

PRAMONO ANUNG

Sekretaris Kabinet
Republik Indonesia

RATA PENGANTAR f



LAPORAN CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT

S TA

Laporan Capaian Kinerja Semester I Sekretariat Kabinet Tahun
2020 disusun sebagai bentuk kegiatan pemantauan perkembangan kinerja
secara periodik yang bermanfaat dalam memberikan pengendalian dan
kepastian keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan tujuan dan
sasaran yang tertuang dalam rencana strategis Sekretariat Kabinet.
Laporan Capaian Kinerja Semester 1 sekaligus merupakan bagian dari
tindak lanjut amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Sekretariat Kabinet dilaporkan dan dimonitor juga
melalui  Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT.intranet) secara
triwulanan. Laporan ini memuat hasil dan capalan perjanjian kinerja
Sekretariat Kabinet pada tahun anggaran berjalan sampai dengan triwulan
kedua, keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian kinerja dijabarkan
sebagail upaya evaluasi untuk peningkatan kinerja sehingga target kinerja
di akhir tahun dapat tercapai. Laporan ini juga bertujuan untuk memberikan
gambaran perkembangan dari pelaksanaan rekomendasi yang ada pada
Laporan Kinerja tahun sebelumnya.

Laporan ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menjadi
pertimbangan untuk keberlanjutan kebijakan Sekretariat Kabinet menuju
Sekretariat Kabinet yang semakin profesional dan andal dalam memberikan
dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Akhir kata, kami mengucapkan
terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam

penyusunan laporan ini.

Jakarta, Juli 2020
Sekretaris Kabs

noEh Anung

RATA PENGANTAR i



LAPORAN CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET
SEMESTER I TAHUN 2020

DAFTAR ISl
Kata Pengantar.......coiiiiiiiiiiiiiii e i
| D F T i -l £ T iii
Daftar Tabel. ... iv
Daftar Gambar......o.ciiiiiii e e e v
BAB I PENDAHULUAN.....iitititiiiiiteiitintetietesetsssnsessssssessssssessssnsnsns 1
A. Latar Belakang.......cccouvuiiiiiiiiiiiiiiei e, 1
B. Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2020................... 1
BAB II ANALISIS CAPAIAN KINERJA.......cccitiiiiiiininininrnrncncncnnene 5
A. Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2020.... 5
B. Capaian Lainnya.....cceceeeieriiininiiiineieeiereeeeneeeeeneeaenenens 44
BAB IIT PENUTUP....ciuititiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiinieiiinisisisesssssssesssssssssns 48

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2020

Lampiran 2 Matriks Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Semester I
Tahun 2020

Lampiran 3 Penyerapan Anggaran Sekretariat Kabinet Semester I
Tahun 2020

Lampiran 4 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2020

Lampiran 5 Pengembangan Kemampuan Analisis Substansi
Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2020

Lampiran 6 Jumlah Aset Komputer Semester I Tahun 2020

Lampiran 7 Penilaian Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet

Lampiran 8 Beberapa Rekomendasi Kebijakan Yang Dihasilkan
Semester I Tahun 2020

Lampiran 9 Beberapa Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Arahan
Presiden Semester I Tahun 2020

DAFTAR ISI i



LAPORAN CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET
SEMESTER I TAHUN 2020

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.: Capaian IKU 1 Sasaranl Sekretariat Kabinet Semester

I Tahun 2020 per Bidang..........ccccovvviviininnann.n. 12
Tabel 2.2. : Jumlah Rekapitulasi Tindak Lanjut Arahan Presiden..... 19
Tabel 2.3. : Capaian IKU 2 Sasaran I Sekretariat Kabinet Semester

I Tahun 2020 per Bidang..........cccoovvviviininnann.n. 21
Tabel 2.4. : Capaian IKU 3 Sasaran [ Sekretariat Kabinet

Semester I Tahun 2020 per Bidang............cccevvvvievinnnnenn. 25
Tabel 2.5. : Realisasi Anggaran Sasaran 1 Sekretariat Kabinet

Semester I Tahun 2020.......cccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeen, 30
Tabel 2.6. : Pernyataan Survei Kepuasan Pengelolaan Sidang

Kabinet...o.ovuiiiiiii e, 35
Tabel2.7. : Hasil Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap

Pengelolaan Sidang Kabinet Semester I 2020................ 36
Tabel 2.8. : Interpretasi Hasil Survel........ccoovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieennnn. 37

Tabel 2.9.: Saran dan Masukan Survei Kepuasan Peserta Sidang
Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet Tahun
2019 serta Tindak Lanjut Tahun 2020.............ccceevvenn.n. 39

Tabel 2.10.: Saran dan Masukan Survei Kepuasan Peserta Sidang
Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet Semester

I 2020 serta Rencana Tindak Lanjut..............c.ooooeaeel. 40
Tabel 2.11.: Realisasi Anggaran Sasaran II Sekretariat Kabinet
Semester I Tahun 2020.........ccceveviiiniiiiniinannn... 43

DAFTAR TABEL fiv



LAPORAN CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET

S ERITAHUN 2020

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. : IKU Sekretariat Kabinet.........cccooooiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiininienn.. 3
Gambar 1.2. : Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2020............ 4
Gambar 2.1.:  Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2020 10
Gambar 2.2.:  Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian IKU 1 Tahun

2019 dan Semester 1 Tahun 2020.......cccccevviiiiiiiiiiiiniinennnn, 12
Gambar 2.3. : Tampilan Halaman Login SITAP.........c.cccoiiiiiiiiiiiinininan.n. 19
Gambar 2.4. : Perbandingan Output,Outcome dan Capaian IKU 2

Tahun 2019 dan Semester I Tahun 2020............cccccevveinennen... 21
Gambar 2.5. : Perbandingan Output,Outcome, dan Capaian IKU 3 Tahun

2019 dan Semester 1 tahun 2020..........cccvevviniinnnnen.. 26
Gambar 2.6. : Jumlah Sidang Kabinet/Rapat Terbatas Semester I Tahun

D20 O PP 32
Gambar 2.7. : Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) di Istana Negara 20

Juli 2020 yang di hadiri Sekretaris Kabinet .................... 44
Gambar 2.8.:  Sekretariat Kabinet menerima Penghargaan Pelayanan

Publik dari Kemen PANRB......c.ccoiiiiiiiiiiiceeee, 45
Gambar 2.9.:  Piagam Penghargaan PPID...........c....cooiiiiiiiiiiiiiiniiinnnn, 46
Gambar 2.10.: Piagam Penghargaan dari ANRI..........cccooiiiiiiiiiiiiiiinenn. 46

DAFTAR GAMEAR v



BAB | Pendahuluan

%
«
SEKRETARIAT KA
REPUBLIK INDC

ANDIKATOR KINERJA [TAM

JLiuiLcanial NADLNEL

%\

SEKRETARIAT KABINET
2017

PERJANJIAN KINERJA

SEKRETARIAT KABINET/




LAPORAN CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024.
Periode ini ditandai dengan fokus peningkatan kualitas sumber daya
manusia sebagai human capital agar dapat berkompetisi dengan negara-
negara lain. Dalam pelaksanaannya, terdapat kegiatan bersifat utama
diantaranya yaitu kesehatan dan pendidikan, serta kegiatan bersifat
pendukung seperti infrastruktur permukiman, sanitasi, transportasi, energi,
dan air bersih.

Sekretariat Kabinet sebagai lembaga pemerintah yang berperan
memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil
Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, bertekad untuk
mendukung pelaksanaan RPJMN tersebut dengan berupaya mewujudkan
visi Presiden RI, 7 (tujuh) agenda pembangunan, dan 5 (lima) program
prioritas Kabinet Indonesia Maju. Dalam melaksanakan peran tersebut,
Sekretariat Kabinet dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara
efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip
good governance sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu azas dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah
azas akuntabilitas. Akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan
kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), akuntabilitas
diwujudkan melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

LKj disusun sesuai petunjuk teknis dalam ketentuan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LK]
terdiri dari LKj interim dan LKj tahunan. LKj interim Sekretariat Kabinet
dilaporkan melalui aplikasi SIKTZ2.intranet, yang capaian Kkinerja, data

I
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dukung, dan realisasi anggarannya di-input oleh unit kerja secara
triwulanan serta dimonitor oleh Pimpinan secara online. Sedangkan LKj
tahunan disusun pada akhir tahun dan disampaikan kepada Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian
PANRB) paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2020
disusun guna melaporkan tindak lanjut rekomendasi LKj Sekretariat
Kabinet tahun sebelumnya dan melihat perkembangan capaian Indikator
Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Kabinet sampai dengan semester I yang
targetnya telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat
Kabinet Tahun 2020. Laporan ini berguna pula sebagai peringatan dini
apabila terdapat permasalahan dalam mencapai target, sehingga pada
semester ke dua Sekretariat Kabinet dapat meningkatkan upaya
penyelesaian permasalahan dan hasil yang dicapai pada akhir tahun dapat
optimal.

Laporan ini memuat gambaran ringkas capaian PK Sekretariat
Kabinet sampai dengan triwulan II, tindak lanjut atas rekomendasi di dalam
LKj Sekretariat Kabinet Tahun 2019, dan kendala maupun permasalahan
yang dihadapi Sekretariat Kabinet selama satu semester.

B. Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2020

Pada tahun 2020, Sekretariat Kabinet mengalami reorganisasi sesuai
dengan mandat baru yang dipegang oleh Pemerintahan Presiden Joko
Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Landasan organisasi Sekretariat
Kabinet mengalami perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2015 menjadi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat
Kabinet (Perpres Nomor 55 Tahun 2020) dan begitu juga dengan peraturan
pelaksanaannya dari Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015
menjadi Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet yang ditetapkan pada
tanggal 23 Juni 2020. Namun, perubahan struktur organisasi belum diikuti
dengan pelantikan pejabat Eselon II s.d. IV, sedangkan pejabat Eselon I telah
dilantik pada tanggal 12 Juni 2020 sesuai Perpres Nomor 55 Tahun 2020.

Sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi tersebut,
maka saat ini Sekretariat Kabinet sedang dalam proses penyusunan
dokumen IKU dan PK baru.

I 2
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PK Sekretariat Kabinet yang ditetapkan pada awal tahun 2020
memuat seluruh IKU yang tercantum dalam Peraturan Sekretaris Kabinet
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Sekretariat Kabinet. Berikut IKU Sekretariat Kabinet
sebagaimana dimaksud.

Gambar 1.1. IKU Sekretariat Kabinet

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT KABINET

'SASARAN

KX
Persentase rekomendas! Persentase rekomendasl Persentase rekomendasl
atas rencana dan persetujuan atas Izin terkalt materl sidang

penyelenggaraan prakarsa dan substansl kabinet, rapat atau
pemerintahan yang rancangan PUU yang pertemuan yang dipimpin

dan/atau dihadirl oleh
dimanfaatkan dimanfaatkan Presiden dan/atau Wakil

Presiden yang
dimanfaatkan

SASARAN TERWUJUDNYA PENGELOLAAN PERSIDANGAN KABINET
YANG BERKUALITAS

Gambar di atas menunjukkan IKU Sekretariat Kabinet berdasar pada
2 (dua) sasaran strategis. Sasaran strategis pertama terdiri dari 3 (tiga) IKU
dan sasaran strategis ke dua terdiri dari 1 (satu) IKU. Hal tersebut selaras
dengan revisi Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet Tahun
2015—2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Kabinet
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun
2015—2019.

PK Sekretariat Kabinet tahun 2020 memuat seluruh IKU. Target
kinerja Sekretariat Kabinet tahun 2020 telah ditetapkan sama seperti tahun
sebelumnya untuk tetap maksimal yaitu 100 persen, baik target indikator

I
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sasaran pertama maupun sasaran kedua. Target yang diperjanjikan dalam
PK Sekretariat Kabinet Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1.2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2020

SASARAN \ INDIKATOR KINERJA : TARGET

STRATEGIS
Persentase rekomendasl afas rencana dan
penyelenggaraan pemerintahan yang 100 Persen
dimanfaatkan

Terwujudnya Persentase rekomendasl persefujuan atas
Rekomendasl permohonan lzin prakarsa dan substansi

100 Persen
Kebljakan yang rancangan peraturan perundang-undangan

Berkualltas yang dimanfaatkan

Persentase rekomendas! terkalt materl sidang
kabinet, rapat atav pertemuan yang dipimpin 100 Persen
dan/atav Wakll Presiden yang dimanfaatkan

Terwujudnya
Pengelolaan
9 Persentase tingkat kepuasan peseria sidang
fodecaint kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet 100 Eadtae
Kabinet yang P peng 9
Berkualltas

Sebagal upaya penyempurnaan penjabaran (cascade down) Kinerja

dengan menitikberatkan pada keselarasan tujuan dan sasaran strategis dari
level paling atas sampai level yang terendah, sejak tahun 2019 Sekretariat
Kabinet telah menetapkan PK sampai dengan level staf yang disususn
melalui aplikasi SIKT2.intranet.

I
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BAB II
ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sekretariat Kabinet merupakan lembaga pemerintahan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Saat ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 dan
Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020, peran Sekretariat
Kabinet adalah memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden
dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan
tugas (core business) dukungan manajemen kabinet, diantaranya melakukan
pengkajian dan pemberian rekomendasi kebijakan atas rencana kebijakan
dan program pemerintah (termasuk rencana kebijakan dalam bentuk
peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan
Presiden), penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah yang mengalami hambatan (debottlenecking), serta pengkajian
dan pemberian rekomendasi terkait dengan hasil pemantauan, evaluasi dan
pengendalian, dan hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap
perkembangan umum untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang telah diarahkan dan ditetapkan dapat
terselenggara dengan baik. Tugas tersebut merupakan tugas yang strategis,
khusus untuk tugas pemantauan, evaluasi dan pengendalian semakin
mempertegas peran Sekretariat Kabinet dalam pengambilan, pengawasan,
dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di tingkat Kementerian Negara
dan Lembaga Pemerintah sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun
2017. Selain itu, tugas pemberian dukungan manajemen kabinet juga
ditegaskan oleh Presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019
tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia
Maju Periode Tahun 2019-2024, yakni Sekretariat Kabinet memberikan
dukungan kepada Kabinet Indonesia Maju melalui dukungan manajemen
kabinet.

Dalam pelaksanaan pemberian dukungan manajemen kabinet,
Sekretariat Kabinet berperan dari hulu sampai hilir yang bersifat siklus.
Peran Sekretariat Kabinet dimulai dari (1) penyiapan, pengadministrasian
dan pelaksanaan sidang kabinet yang memiliki nilai strategis dalam
pembangunan nasional, karena dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang
dipimpin Presiden dan Wakil Presiden dan dihadiri Menteri dan Kepala

Il
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Lembaga Non Kementerian dilakukan pengambilan keputusan kebijakan
berskala nasional dan mempunyai dampak luas kepada masyarakat.

Kemudian Sekretariat Kabinet berperan melakukan pengamatan dan
penyerapan pandangan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas
pelaksanaan pasca penetapan kebijakan dan program pemerintah serta
tindak lanjut arahan/janji Presiden (hasil Sidang Kabinet/Rapat Terbatas)
yvang hasilnya sebagai bahan laporan disertal rekomendasi yang
disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, Sekretariat
Kabinet mendapat tugas memberikan dukungan pemikiran, teknis, dan
administrasi kepada Tim Penilai Akhir (TPA) dalam pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya. Sekretariat Kabinet juga
mendapat tugas menyiapkan naskah kenegaraan bagi Presiden dan Wakil
Presiden dan menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional penerjemah.

Perubahan dari tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di 5 tahun
sebelumnya yaitu tugas pemberian persetujuan kepada Menteri Sekretaris
Negara atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-
undangan sudah tidak ada lagi dan beralih menjadi pengkajian dan
pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam
bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan
persetujuan Presiden. Kemudian, tugas pemberian dukungan pemikiran,
teknis, dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya, dan Pejabat lainnya kepada Tim Penilai Akhir di periode sebelumnya
sudah dilaksanakan Sekretariat Kabinet namun belum dikuatkan menjadi
tugas dan fungsi dalam Perpres 25 Tahun 2015.

Semester I tahun 2020 merupakan masa peralihan dari tugas dan
fungsi lama ke yang baru. Dalam hal perencanaan strategis, Rencana
Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 ditetapkan dengan
Perseskab 2 Tahun 2020 pada tanggal 10 Juli 2020. Pelantikan pejabat
Eselon IT s.d IV belum dilaksanakan sehingga dokumen perencanaan kinerja
turunan dari K/L sedang dalam proses dan belum dapat menetapkan IKU
yang terbaru. Oleh karena itu, dalam perhitungan capaian kinerja, output
terkait tugas pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang
perlu mendapatkan persetujuan Presiden akan digabungkan ke IKU 2

Il
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“Persentase rekomendasi persetujuan atas izin prakarsa dan substansi
rancangan perundang-undangan yang dimanfaatkan”.

Untuk memperlihatkan perubahan perencanaan strategis dari periode
2015—2019 ke 2020—2024 berikut gambaran perubahan visi, misi, tujuan,
sasaran dan indikator kinerja sasaran.

“Menjadi Sekretariat Kabinet yang profesional dan andal dalam mendukung
Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan”

“Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam membantu presiden dan
wakil presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan
berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

“Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil
Presiden dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintah yang baik
(good governance)’

“Sekretariat Kabinet melaksanakan misi presiden dan wakil presiden
denganmemberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas melalui: 1)
pemberian rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan
pemerintahan; 2) pemberian dukungan kerja kabinet yang efektif, efisien, dan
responsif, dan 3) peningkatan kualitas pelayanan administrasi, sumber daya
manusia dan sarana/prasarana di lingkungan Sekretariat Kabinet.”

“Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang berkualitas
dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan
pemerintahan”

1. Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah

2. Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan
3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan dukungan kerja kabinet

4. Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan

Il
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LAPORAN CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET
SEMESTER I TAHUN 2020

@ 1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas
Lo 2. Terwujudnya pengelolaan persidangan kabinet yang berkualitas

Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas
Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas

~w N o

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat
Kabinet.

/A

Indikator Kinerja Sasaran 1 Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas

1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang
dimanfaatkan

2. Persentase rekomendasi persetujuan atas izin prakarsa dan substansi rancangan
PUU yang dimanfaatkan

3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang
dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang
dimanfaatkan

Indikator Kinerja Sasaran 2 Terwujudnya pengelolaan persidangan kabinet yang

berkualitas

Persentase tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang

kabinet

Indikator Kinerja Sasaran 1 Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang

berkualitas

1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang
dimanfaatkan

2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam
bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan
Presiden yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja Sasaran 2 Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan

pemerintahan yang berkualitas

1. Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti’

2. Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti
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rf/A

Indikator Kinerja Sasaran 3 Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet

yang berkualitas

1. Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau
pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden

2. Persentase naskah kepresidenan yang dimanfaatkan
Persentase tingkat kepuasan penyebarluasan informasi terkait kegiatan
kabinet

Indikator Kinerja Sasaran 4 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di

lingkungan Sekretariat Kabinet

1. Persentase tingkat kepuasan atas pelayanan penyelesaian administrasi
terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan
Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang
Tim Penilai Akhir

2. Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan jabatan fungsional
penerjemah

3. Indeks Reformasi Birokrasi

4. Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan

Analisis capaian kinerja Sekretariat Kabinet semester I tahun 2020
akan dijabarkan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan di
awal tahun 2020.

A. Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Semester | Tahun 2020

Capailan sasaran strategis Sekretariat Kabinet semester I tahun 2020
diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Kabinet tahun 2020. Pada tahun 2020,
Sekretariat Kabinet menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, yang ukuran
keberhasilan capaiannya diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Utama
(IKU).

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja Sekretariat Kabinet
semester I tahun 2020 adalah sebesar 91.50% (Sangat Baik), dengan rincian
capaian per indikator kinerja sasaran sebagai berikut.
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Gambar 2.1. Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet
Semester I Tahun 2020

S0 0

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

Persentase rekomendasi atas rencana
dan penyelenggaraan pemerintahan yang 100% 100% 100%
dimanfaatkan

Persentase rekomendasi persetujuan
atas permohonan izin prakarsa dan
substansi rancangan peraturan
perundang-undangan yang dimanfaatkan

Terwujudnya
Rekomendasi
Kebijakan
yang
Berkualitas

100% 100% 100%

Persentase rekomendasi terkait materi

sidang kabinet, rapat atau pertemuan

yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh 100% 100% 100%
Presiden dan/atau Wakil Presiden yang

dimanfaatkan

Terwujudnya
Pengelolaan Persentase tingkat kepuasan peserta
Persidangan sidang kabinet terhadap pengelolaan
Kabinet yang sidang kabinet

Berkualitas

Monitoring capaian kinerja Sekretariat Kabinet dilakukan secara
triwulanan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kinerja
Terpadu (SIKT). Di tahun 2020, SIKT telah mengakomodir monitoring
capaian kinerja dari PK level K/L, Eselon I sampai dengan Staf. Tahun
sebelumnya SIKT hanya memonitoring capaian kinerja sampai dengan
Eselon IV. Selanjutnya, analisis pencapaian dari masing-masing sasaran
akan dijabarkan berdasarkan indikator kinerjanya.

SASARAN 1 Terwu]u_dnya Rekomendasi Kebijakan yang
Berkualitas

Sebagaimana tertuang di dalam Lampiran I Peraturan Sekretaris
Kabinet Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
di Lingkungan Sekretariat Kabinet, keberhasilan pencapaian sasaran
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strategis pertama diukur dengan menggunakan 3 (tiga) buah IKU dan pada
tahun 2020 telah diperjanjikan target kinerja sebesar 100% untuk ketiga
IKU tersebut. Selanjutnya akan dijabarkan capaian dari ketiga IKU, sebagai
berikut:

o Persentase Rekomendasi atas Rencana dan Penyelenggaraan

Pemerintahan yang Dimanfaatkan

Indikator kinerja pertama menunjukkan pencapaian kinerja
Sekretariat Kabinet yang spesifik, relevan, dapat dicapai, dikuantifikasi dan
diukur melalui pengukuran kualitas rekomendasi kebijakan yang terkait
dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet, yaitu:

a. perumusan dan analisis rencana kebijakan dan program pemerintah;

b. penylapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan; dan

c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang
politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia,

kebudayaan, dan kemaritiman.

Rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang

dimanfaatkan berarti:

a. Presiden dan/atau  Wakil Presiden  memanfaatkan/merespon
memorandum Sekretaris Kabinet dalam kerangka perumusan dan
pelaksanaan kebijakan; dan/atau

b. Menteri/Pimpinan Lembaga memanfaatkan/merespon surat Sekretaris
Kabinet terkait kebijakan pemerintah.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Jumlah rekomendasi kebijakan terkait rencana dan penyelenggaraan
pemerintahan yang dimanfaatkan oleh Presiden, Wakil Presiden,
dan/atau K/L

x 100%
Jumlah rekomendasi kebijakan terkait atas rencana dan

penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan ke Presiden, Wakil
Presiden, dan/atau K/L

Sampai dengan semester I tahun 2020, capaian kinerja IKU pertama
adalah sebesar 100%, yaitu rekomendasi kebijakan terkait rencana dan
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penyelenggaraan pemerintahan dengan total output sebanyak 250
rekomendasi kebijakan seluruhnya dimanfaatkan, sehingga realisasi 100%
dan dibandingkan dengan target dalam PK sebesar 100%, maka besarnya
capailan sama dengan realisasi. Rincian capaian per bidang dapat dilihat
pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Capaian IKU 1 Sasaran I Sekretariat Kabinet Semester I
Tahun 2020 per Bidang

Bidang Output  Outcome % Capaian
Politik, Hukum, dan Keamanan 81 81 100%
Perekonomian 93 93 100%
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 53 53 100%
Kemaritiman 23 23 100%
Total 250 250 100%

Analisis lebih lanjut dilakukan dengan membandingkan capaian
semester 1 tahun ini dengan tahun sebelumnya. Gambaran perbandingan
jumlah output, jumlah outcome (rekomendasi yang dimanfaatkan), dan
capaian IKU pertama semester I tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada
grafik berikut ini.

Gambar 2.2. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian IKU 1
Tahun 2019 dan Semester 1 Tahun 2020

700 100% 100% 100%

100% 90%

600 647 [
80%
500 70%
400 60%
50%
300 314 40%
200 250 30%
20%

100
- -
0 0%

Semester 1 Th 2019 Semester 2 Th 2019 Semester 1 Th 2020

mmmm Output = Qutcome  ==@== Capaian
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Dari sisi outcome, capaian dari semester 1 tahun 2019 sampai dengan
semester 1 tahun 2020 maksimal 100%, karena seluruh rekomendasi
dimanfaatkan oleh stakeholder. Sedangkan dari sisi output terdapat
penurunan dimana semester 1 tahun 2019 dihasilkan 314 rekomendasi dan
di semester 1 tahun 2020 dihasilkan 250 rekomendasi. Karakteristik
pemberian rekomendasi yang bersumber dari surat masuk menjadi salah
satu faktor tidak tentunya jumlah hasil rekomendasi, sehingga pada kondisi
pandemi Covid-19, Sekretariat Kabinet dapat menghasilkan sebanyak 250
rekomendasi kebijakan terkait rencana dan penyelenggaraan pemerintahan
merupakan kinerja yang sangat baik.

Selama semester I, berikut ini beberapa rekomendasi kebijakan
Sekretariat Kabinet yang telah dimanfaatkan oleh stakeholder terkait.

1. Atas rekomendasi Sekretariat Kabinet yang disampaikan melalui surat
nomor: B.0090/Seskab/Polhukam/03/2020 tanggal 22 Januari 2020,
perihal Permasalahan Lahan Warga Masyarakat Desa Oi1 Katupa,
Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dengan
PT. Sanggar Agro Karya Persada, telah ditindaklanjuti oleh Direktorat
Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah,
Kementerian ATR/BPN. Dirjen dimaksud telah meminta laporan kepada
Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB dan BPN Kabupaten Bima sebagai
pembanding atas pengaduan masyarakat.

2. Atas rekomendasi Sekretariat Kabinet yang disampaikan melalui surat
nomor: B.0056/Seskab/Polhukam/02/2020, tanggal 01 Februari 2020,
perihal Permasalahan Penyerobotan Tanah milik Kadut bin Madun di
Kota Tangerang, Banten telah diproses oleh BPN c.q. Direktorat
Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Wilayah II dan sedang disusun
konsep surat kepada Kantah Kota Tangerang untuk melakukan
penelitian.

3. Atas rekomendasi Sekretariat Kabinet yang disampaikan melalui
memorandum nomor: M.0167/Seskab/02/2020 tanggal 21 Februari 2020,
perihal Permohonan Disposisi/Direktif Presiden RI untuk Dana Hibah
Siaga Dukungan Pemerintah RI kepada Palestina dalam Konteks
Keanggotaan Tidak Tetap pada Dewan Keamanan PBB Tahun Anggaran
2020, Presiden memberikan disposisi tertulis "tindaklanjuti sesuai
aturan yang ada". Selanjutnya Sekretaris Kabinet telah menyampaikan
arahan Presiden kepada Menteri Luar Negeri melalui surat nomor:
B.0085/Seskab/ Polhukam/03/2020 tanggal 03 Maret 2020.
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4. Atas rekomendasi Sekretariat Kabinet yang disampaikan melalul
memorandum nomor: M.0169/Seskab/02/2020 tanggal 25 Februari 2020,
perihal Perkembangan Proses Pembangunan Gedung Kantor Kedutaan
Besar Republik Indonesia (KBRI) Berlin, Presiden memberikan arahan
"tindaklanjuti".

5. Atas rekomendasi Sekretariat Kabinet yang disampaikan melalui surat
nomor: B.0124/Seskab/Polhukam/04/2020 tanggal 07 April 2020 perihal
Rencana Pembangunan Markas Komando Gabungan Wilayah
Pertahanan (Makogabwilhan) dan Paraf Persetujuan atas Rancangan
Keputusan Presiden, disampaikan bahwa pembangunan Makogabwilhan
masih memerlukan kelengkapan dan penyesuaian data dukung, terkait
permohonan penetapan Keputusan Presiden sebagai dasar hukum
pemindahan kedudukan Kogabwilhan I, II, dan III, telah disiapkan
naskah asli Rancangan Keputusan Presiden.

Sebagai tindak lanjut atas surat tersebut, Panglima TNI telah memenuhi
persyaratan yang diminta dan menyampaikan kembali kepada
Sekretaris Kabinet guna proses lebih lanjut.

1. Atas rekomendasi Sekretariat Kabinet yang disampaikan melalui surat
nomor: B.0003/Seskab/Ekon/01/2020 tanggal 8 Januari 2020 perihal
Tindak Lanjut Rencana Aksi Perbaikan Kemudahan Berusaha 2021 pada
Indikator Dealing with Construction Permits, Kementerian PUPR telah
menindaklanjuti dengan menerbitkan: a. Peraturan Menteri PUPR
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
PUPR Nomor O05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Gedung
Bangunan. b. Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Gedung.

2. Atas rekomendasi Sekretariat Kabinet yang disampaikan melalui surat
nomor: B.0171/Seskab/Ekon/5/2020 tanggal 17 Mei 2020 perihal
Penanganan Dugaan Pencemaran Lingkungan PT. Rayon Makmur (PT.
RUM), Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi telah
menindaklanjuti dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis
mengundang wakil dari Kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sukoharjo dan manajemen PT. RUM.

3. Atas rekomendasi Sekretariat Kabinet yang disampaikan melalui surat
nomor: B.0012/Seskab/Ekon/01/2020 tanggal 16 Januari 2020 perihal
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Tindak Lanjut Rencana Aksi Perbaikan Kemudahan Berusaha 2021 pada
Indikator Registering Property, Kementerian ATR/BPN telah
menindaklanjuti dengan melakukan pembahasan perubahan Peraturan

Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2017, dengan substansi pokok

perubahan sebagai berikut:

e Informasi pengecekan kedepannya dapat diakses oleh masyarakat.

¢ PPAT dapat melakukan pengecekan elektronik, dan

e Kriteria data pertanahan dapat diakses secara elektronik.

4. Atas rekomendasi Sekretariat Kabinet yang disampaikan melalui surat
nomor: B.0135/Seskab/Ekon/04/2020 tanggal 15 April 2020 perihal
Permohonan Stimulus Harga Gabah dan Ayam Akibat Dampak Pandemi
Covid-19, telah ditindaklanjuti oleh Kemenko Bidang Perekonomian
dengan melaksanakan Rapat Koordinasi Terbatas dengan keputusan:

a. Untuk menjaga kestabilan harga gabah di tingkat petani, Perum
BULOG telah diminta untuk mempercepat proses penyerapan gabah
di tingkat petani periode Mei-Juni yang sedang mengalami panen raya
melalui Program Serap Gabah (Sergap) dengan target penyerapan
bulan April, Mei dan Juni 2020 ditargetkan masing-masing 305.736
ton, 206.795 ton dan 147.896 ton.

b. Untuk menjaga kestabilan harga ayam (livebird) di tingkat petani
telah diputuskan untuk memberikan penugasan kepada BUMN sektor
pangan untuk menyerap 12 juta ekor livebird atau setara 50 ribu ton
karkas dengan tingkat harga berpedoman pada Permendag Nomor 7
Tahun 2020.

1. Sekretariat Kabinet memberikan rekomendasi kepada Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) melalui surat nomor:
B.0054/Seskab/PMK/02/2020 tanggal 10 Februari 2020 perihal
Tanggapan atas Usulan LAPAN untuk Pembentukan Komite Kebijakan
Industri Kedirgantaraan. Dengan pertimbangan pelaksanaan koordinasi
perumusan kebijakan industri kedirgantaraan lebih tepat diwadahi oleh
Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
sesual amanat Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara dan Pasal 32, Sekretariat Kabinet
memberikan rekomendasi tidak perlu dibentuk lembaga tersendiri dalam
melaksanakan koordinasi kebijakan industri kedirgantaraan.

2. Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi melalui memorandum
nomor: M.0013/Seskab/1/2020 tanggal 09 Januari 2020 perihal Laporan
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Kementerian Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Kegiatan Dialogue on
the Role Women in Building and Sustaining Peace, di Jakarta, 26-30
November 2019 bahwa diharapkan kegiatan dimaksud dapat berlanjut,
tidak hanya berfokus pada kerja sama untuk pembangunan perempuan
di Indonesia dan Afganistan, namun juga disektor lainnya.

3. Atas rekomendasi Sekretariat Kabinet yang disampaikan melalui
memorandum nomor: M.0460/Seskab/05/2020 tanggal 11 Mei 2020
perthal Dukungan terhadap penanganan COVID-19, Presiden telah
mengadakan Rapat Terbatas membahas mengenai Percepatan
Penanganan Dampak Covid-19 pada tanggal 29 Juni 2020.

4. Atas rekomendasi Sekretariat Kabinet yang disampaikan melalui surat
nomor: B.0139/Seskab/PMK/04/2020 tanggal 21 April 2020 perihal
Dukungan Percepatan Izin Edar BPOM untuk Obat Avigan, Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menindaklanjuti dengan
memberikan persetujuan penggunaan obat Favipiravir (Avigan) dalam
kondisi terbatas atau disebut sebagai Emergency Use Authorization
(Persetujuan Penggunaan Emergensi), yang mana persetujuan tersebut
dapat ditinjau kembali sesuai dengan data terbaru yang didapatkan.

1. Atas rekomendasi Sekretariat Kabinet yang disampaikan melalui surat
nomor: B.0112/Seskab/Maritim/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal
Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Selatan Provinsi Jawa
Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah
menindaklanjuti dengan melakukan kajian terkait potensi kegempaan di
wilayah Sukabumi. Memo ini juga menyampaikan rekomendasi agar
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Gubernur Provinsi Jawa
Barat untuk melakukan upaya mitigasi bencana gempa bumi dan
tsunami di wilayah selatan Jawa Barat.

2. Atas rekomendasi Sekretariat Kabinet yang disampaikan melalui surat
nomor: B.0018/Seskab/Maritim/01/2020 tanggal 29 Januari 2020 perihal
Tindak Lanjut Arahan Presiden pada Rapat Terbatas Ketersediaan Gas
untuk Industri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
menindaklanjuti dengan menetapkan:
a.Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara

Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang
Industri.
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b.Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Menter1 ESDM Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik.

c. Keputusan Menteri ESDM Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pengguna
dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

d. Keputusan Menteri ESDM Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penugasan
kepada PT Pertamina untuk Melaksanakan Penyaluran Gas Bumi di
Bidang Industri.

e. Keputusan Menteri ESDM Nomor 91 Tahun 2020 tentang Harga Gas
Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik,dan

f. Keputusan Menteri ESDM Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penugasan
kepada PT Pertamina untuk Melaksanakan Penyaluran Gas Bumi di
Pembangkit Tenaga Listrik.

3. Atas rekomendasi Sekretariat Kabinet yang disampaikan melalui surat
nomor: B.0023/Seskab/Maritim/01/2020 tanggal 23 Januari 2020 perihal
Tindak Lanjut Pelaksanaan Pembangunan PLTSa Legok Nangka
Regional Provinsi Jawa Barat, Kemenko Bidang Kemaritiman dan
Investasi telah menindaklanjuti dengan menyelenggarakan rapat
koordinasi dan monitoring terkait implementasi Peraturan Presiden
nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan PLTSa di
Provinsi Jawa Barat, Provinsi Bali, dan Kota Surabaya pada tanggal 25
Juni 2020, yang hasil rapat sebagai berikut:

e Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyampaikan kembali revisi
usulan Viabillity Grab Fund (VGF) ke Kementerian Keuangan pada
tanggal 18 Juni 2020, dan saat ini masih dalam proses reviu. Apabila
proses reviu telah selesai dan VGF telah distejui, maka akan
dilanjutkan dengan proses Pra-Kualifikasi di minggu ke-4 bulan Juli.

e Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi akan memfasilitasi
Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan koordinasi dengan
PT. PLN (Persero), agar pada saat market sounding dapat memberikan
gambaran yang jelas kepada investor dengan bukti adanya berita
acara tertulis.

4. Atas rekomendasi Sekretariat Kabinet yang disampaikan melalui surat
nomor: B.0038/Seskab/Maritim/01/2020 tanggal 30 Januari 2020 perihal
Usulan Pembangunan Pelabuhan Multiguna Penyangga Ibu Kota
Negara Baru, Kementerian PPN/ Bappenas telah menindaklanjuti
dengan melaksanakan kajian atas persiapan rencana pemindahan Ibu
Kota Negara secara komprehensif terkait infrastruktur konektivitas di
Ibu Kota Negara Baru. Selain itu, Kementerian Perhubungan juga
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melaksanakan kajian terkait kebutuhan pembangunan transportasi laut
dengan indikasi anggaran sebesar Rp 1,37 triliun yang digunakan untuk:
e Pengembangan terminal, pengembangan dan rehabilitasi dermaga.

e Subsidi operasional, penetapan traffic separation scheme.

e Pengembangan VTS, SBNP, Telkompel & Fasilitas lainnya.

Di samping memberikan dukungan pemikiran berupa rekomendasi
kebijakan kepada Pemerintah, Sekretariat Kabinet berperan dalam
pengambilan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di
tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah sebagaimana
tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017. Berdasar Inpres
Nomor 7 tahun 2017 Sekretariat Kabinet berperan dalam persiapan,
pelaksanaan dan pasca sidang kabinet atau rapat terbatas. Dalam
persiapan, Sekretariat Kabinet menjalankan peran memastikan usulan
pelaksanaan Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas dan memastikan
penyediaan alternatif kebijakan dan rekomendasi kebijakannya. Dalam
pelaksanaan Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas, Sekretariat Kabinet
menjalankan peran memastikan penyelenggaraan berlangsung dengan
lancar, baik, dan aman. Sedangkan dalam pasca Sidang Kabinet atau Rapat
Terbatas, Sekretariat Kabinet menjalankan peran mendukung
pengendalian atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Sidang Kabinet
Paripurna atau Rapat Terbatas dengan Sekretariat Kabinet bertugas
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan arahan Presiden dalam
Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas dan melaporkan kepada
Presiden disertai rekomendasi.

Dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 2017 dan guna
meningkatkan efektifitas pengambilan kebijakan melalui Sidang Kabinet,
serta memastikan keselarasan tindak lanjutnya, Sekretariat Kabinet telah
mengeluarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet.
Pada Pasal 16 Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 disebutkan bahwa
Sekretariat Kabinet melakukan pengawasan atas pelaksanaan hasil Sidang
Kabinet untuk keselarasannya dengan arahan Presiden dan melaporkannya
kepada Presiden disertai dengan rekomendasi, Sekretariat Kabinet
melaporkan status tindak lanjut arahan Presiden, apabila belum
ditindaklanjuti Sekretaris Kabinet melaporkan kepada Presiden disertai
dengan rekomendasi.

Selain itu, SOP monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan arahan
Presiden (Internal Sekretariat Kabinet) dan pedoman peninjauan lapangan
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telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 40 Tahun
2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut
Arahan Presiden melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden
di Lingkungan Sekretariat Kabinet pada tanggal 14 Juni 2019.

Sekretariat Kabinet telah mengembangkan Sistem Informasi Tindak
Lanjut Arahan Presiden (SITAP) guna mendukung pelaksanaan Inpres
Nomor 7 Tahun 2017 sebagai media untuk pelaporan status/progress tindak
lanjut arahan Presiden. Berikut ini tampilan halaman login SITAP.

Gambar 2.3. Tampilan Halaman Login SITAP

SITAP v3.0

Berikut ini tabel perkembangan penanganan arahan Presiden sejak
tahun 2014 sampai dengan semester 1 tahun 2020.

Tabel 2.2. Jumlah Rekapitulasi Tindak Lanjut Arahan Presiden

JUMLAH KEGIATAN LAPORAN INDIKATOR TINDAK LANJUT
TAHUN o skp TINDAK TINDAK
LANJUT LANJUT m
2014 24 30 30 28 1 1
2015 60 75 75 67 8 0
2016 68 107 107 93 13 1
2017 139 237 237 185 52 0
2018 101 282 282 254 28 0
2019 80 224 155 118 30 7
2020 102 92 76 53 22 1

JUMLAH

Sejak tahun 2014 sudah sebanyak 1.047 (seribu empat puluh tujuh)
arahan Presiden yang dikelola dan berdasarkan indikator warna yang telah
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selesai sebanyak 798 arahan Presiden (indikator warna hijau), sedang dalam
proses sebanyak 154 arahan Presiden (indikator warna kuning), dan tidak
selesai sebanyak 10 arahan Presiden (indikator warna merah). Selisih
antara kegiatan tindak lanjut dan laporan tindak lanjut sebanyak 85
kegiatan berarti masih terdapat 85 arahan Presiden yang belum
ditindaklanjuti. Beberapa contoh arahan Presiden beserta tindak lanjutnya
dapat dilihat pada Lampiran 9.

—
IKU 2

Persentase Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa

dan Substansi Rancangan Perundang-undangan yang dimanfaatkan

Indikator kedua yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran
pertama adalah “Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin
prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang
dimanfaatkan”, dengan target 100%. Indikator kinerja kedua menunjukkan
pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet yang terkait dengan tugas dan
fungsi Sekretariat Kabinet dalam pemberian persetujuan kepada Menteri
Sekretaris Negara atas permohonan i1zin prakarsa penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan (RPUU) dan atas substansi RPUU.
Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi
RPUU yang dimanfaatkan berarti:

a. Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Menteri Sekretaris Negara
dan/atau K/L terkait persetujuan prakarsa dan persetujuan substansi
suatu RPUU yang telah mendapat persetujuan Presiden; dan/atau

b. Memorandum Sekretaris Kabinet terkait penyampaian hasil analisis
RPUU yang dimanfaatkan dan/atau direspon oleh Presiden dan/atau K/L.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Jumlah rekomendasi kebijakan terkait persetujuan atas
permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU yang
disetujui/dimanfaatkan Presiden

x 100%
Jumlah rekomendasi kebijakan terkait persetujuan atas
permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU yang disampaikan
kepada Presiden
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Capaian kinerja IKU kedua pada semester I tahun 2020 adalah
sebesar 100%, yaitu keseluruhan rekomendasi kebijakan terkait persetujuan
atas permohonan i1zin prakarsa dan substansi RPUU yang dihasilkan dapat
disetujui/dimanfaatkan sebanyak 49 rekomendasi kebijakan, dengan rincian
per bidang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3. Capaian IKU 2 Sasaran I Sekretariat Kabinet
Semester I Tahun 2020 per Bidang

Bidang Output  Outcome % Capaian
Politik, Hukum, dan Keamanan 14 14 100%
Perekonomian 27 27 100%
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 3 3 100%
Kemaritiman 5 5 100%
Total 49 49 100%

Tahun ini hanya akan membandingkan dengan capaian tahun
sebelumnya, dengan pertimbangan masa RPJMN baru 2020-2024.
Gambaran perbandingan target, realisasi, dan capaian IKU pertama
semester I tahun 2017, 2018, dan 2019 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2.4. Perbandingan Output, Outcome, dan Capaian IKU 2
Tahun 2019 dan Semester 1 Tahun 2020
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Sekretariat Kabinet mampu menjaga pencapaian kinerja 100% dan
jika dibandingkan dengan output semester 1 tahun sebelumnya sebanyak 42
rekomendasi maka output semester 1 tahun ini mengalami peningkatan, hal
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tersebut memperlihatkan bahwa walaupun di tengah pandemi Covid-19,
Sekretariat Kabinet tetap dapat berkinerja dengan baik.

Berikut ini beberapa rekomendasi kebijakan terkait persetujuan atas
permohonan 1zin prakarsa dan substansi RPUU yang
disetujui/dimanfaatkan.

1. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN) Tahun 2020-2024, yang
merupakan tindak lanjut/persetujuan Presiden atas ajuan Rlnpres
melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0088/Seskab/ 01/2020
tanggal 31 Januari 2020.

2. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Bantuan Kemanusiaan
Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Australia,
yang merupakan tindak lanjut/persetujuan Presiden atas ajuan RKeppres
melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0093/Seskab/01/2020
tanggal 31 Januari 2020.

3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan
Kebakaran Hutan dan Lahan, yang merupakan tindak lanjut/persetujuan
Presiden atas ajuan RInpres melalui memorandum Sekretaris Kabinet
nomor: M.0143/Seskab/02/2020 tanggal 12 Februari 2020.

4. Keputusan Presiden tentang Perubahan atas Keppres Nomor 27 Tahun
2019 tentang Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan
dan Peningkatan Status 23 (Dua Puluh Tiga) Komando Resort Militer dari
Tipe B menjadi Tipe A, yang merupakan tindak lanjut/persetujuan
Presiden atas ajuan RKeppres melalui memorandum Sekretaris Kabinet
nomor: M.0447/Seskab/05/2020 tanggal 04 Mei 2020.

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024,
yang merupakan tindak lanjut/persetujuan Presiden atas ajuan RPerpres
melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0056/Seskab /01/2020
tanggal 17 Januari 2020.

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang
Ketentuan Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan
Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik, yang
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merupakan tindak lanjut/persetujuan Presiden atas ajuan RPermen
melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0488/Seskab/05/2020
tanggal 19 Mei 2020.

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Permendag Nomor 118/M-DAG/PER/12/2015 tentang
Ketentuan Impor Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes
Pasar, dan Pelayanan Purna Jual, yang merupakan tindak
lanjut/persetujuan Presiden atas ajuan RPermen melalui memorandum
Sekretaris Kabinet nomor: M.0556/Seskab/06/2020 tanggal 12 Juni 2020.

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Ketentuan Ekspor Bahan Baku Masker, Masker, dan Alat Pelindung Diri,
yang merupakan tindak lanjut/persetujuan Presiden atas ajuan RPermen
melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0557/Seskab/06/2020
tanggal 16 Juni 2020.

1. Rekomendasi dalam Laporan Rapat Pleno Rancangan Peraturan Presiden
tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2045 telah
disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor:
M.0093/Seskab/03/2020 tanggal 12 Maret 2020.

2. Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Penyelesaian
Pebaikan dan Pembangunan Kembali Rumah Masyarakat pada Wilayah
Terdampak Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat
tengah dalam proses permohonan paraf Menteri dan Kepala Lembaga
yang disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet nomor:
B.0154/Seskab/PMK/05/2020 tanggal 11 Mei 2020.

3. Rancangan  Peraturan Presiden Tentang  Strategi  Nasional
Kelanjutusiaan tengah dalam proses permohonan paraf Menteri dan
Kepala Lembaga yang disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet
nomor: B.0179/Seskab/PMK/06/2020 tanggal 12 Juni 2020.

1. Penetapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.),
Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara
Republik Indonesia, yang merupakan tindak lanjut/persetujuan Presiden
atas ajuan RPermen melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor:
M.0415/Seskab/04/2020 tanggal 27 April 2020.
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2. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang: 1.
Larangan Penangkapan Ikan Madidihang (Thunnus Albacares) di Daerah
Pemijahan dan Daerah Bertelur di Wilayah Pengelolaan Perikanan
Negara Republik Indonesia 714 pada Bulan Oktober — Desember; dan 2.
Andon Penangkapan Ikan, sedang menunggu penetapan setelah
direkomendasikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor:
M.0449/Seskab/05/2020 tanggal 04 Me1 2020.

3. Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola
Kawasan Pariwisata Wakatobi sedang menunggu penetapan setelah
direkomendasikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor:
M.0082/Seskab/01/2020 tanggal 28 Januari 2020.

4. Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otoritas Pengelola
Kawasan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru sedang menunggu
penetapan setelah direkomendasikan melalui memorandum Sekretaris
Kabinet nomor: M.0077/Seskab/01/2020 tanggal 28 Januari 2020.

¥ Persentase Rekomendasi terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau

IKUS  Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau
Wakil Presiden yang dimanfaatkan

Indikator ketiga yang digunakan untuk mengukur keberhasilan
sasaran pertama adalah “Persentase rekomendasi terkait materi sidang
kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh
Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan”, dengan target 100%.
Indikator kinerja ketiga menunjukkan pencapaian Kkinerja Sekretariat
Kabinet yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dalam
penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau
pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden.

Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan
yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang
dimanfaatkan berarti:

a. Presiden dan/atau Wakil Presiden telah menerima/memanfaatkan usulan
Sekretaris Kabinet untuk menyelenggarakan sidang kabinet, rapat
terbatas, dan/atau pertemuan yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden;

b. Presiden dan/atau Wakil Presiden memberikan arahan dalam sidang
kabinet, rapat terbatas, dan/atau pertemuan yang dihadiri oleh Presiden
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dan/atau Wakil Presiden. Arahan Presiden tersebut (yang sebagian atau
seluruhnya) sesuai dengan rekomendasi terkait materi sidang yang
disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, yang tercermin dari risalah sidang;
dan/atau;

c. Presiden dan/atau Wakil Presiden telah menerima butir wicara/konsep
pidato Presiden yang disiapkan oleh Sekretaris Kabinet dan dimanfaatkan
oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden tercermin dari
pidato/arahan/sambutan Presiden yang sebagian atau seluruhnya sesuai
dengan rekomendasi/butir wicara/konsep pidato Presiden yang telah
disampaikan Sekretaris Kabinet.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Jumlah rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat
atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden

dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan
x100%

Jumlah rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat
atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden yang disampaikan

Capaian kinerja IKU ketiga pada semester I tahun 2020 adalah
sebesar 100%, yaitu terdapat 211 rekomendasi kebijakan terkait materi
sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh
Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan dari total output
sebanyak 211 rekomendasi kebijakan, dengan rincian per bidang dapat
dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4. Capaian IKU 3 Sasaran I Sekretariat Kabinet
Semester I Tahun 2020 per Bidang

Bidang Output  Outcome % Capaian
Politik, Hukum, dan Keamanan 47 47 100%
Perekonomian 82 82 100%
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 56 56 100%
Kemaritiman 26 26 100%
Total Al Al 100%
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Gambar 2.5. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian IKU 3
Tahun 2019 dan Semester I Tahun 2020
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Capaian IKU ketiga pada semester I tahun 2020 sebesar 100%. Output
rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan
yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
sebanyak 211 rekomendasi seluruhnya dimanfaatkan.

Berikut ini beberapa rekomendasi kebijakan terkait materi sidang
kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh
Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah dimanfaatkan.

1. Butir wicara dan bahan substansi Presiden dalam pertemuan dengan
Presiden Republik Singapura, Y.M. Halimah Yacob, pada tanggal 4
Februari 2020 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris
Kabinet nomor : M.0098/Seskab/02/2020 tanggal 03 Februari 2020.

2. Butir wicara, Cue Cards, dan Veranda Talk Presiden dalam pertemuan
dengan Raja Belanda, Sri Baginda Willem-Alexander di Bogor, pada
tanggal 10 Maret 2020 yang disampaikan melalui memorandum
Sekretaris Kabinet nomor : M.0245/Seskab/03/2020 tanggal 09 Maret
2020.

3. Butir wicara dan bahan substansi intervensi Presiden dalam acara KTT
Khusus ASEAN Mengenai Covid-19, pada tanggal 14 April 2020 yang
disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor:
M.0381/Seskab/04/2020 tanggal 16 April 2020.
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4. Matriks dan bahan substansi Presiden dalam acara KTT online Gerakan
Non Blok, pada tanggal 4 Mei 2020 yang disampaikan melalui
memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0444/Seskab/05/2020 tanggal
05 Mei 2020.

1. Briefing sheet Rapat Terbatas tentang Optimalisasi Produktivitas
Industri Dalam Negeri dalam Upaya Penanganan Covid-19 pada tanggal
15 April 2020 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris
Kabinet nomor: M.0385/Ekon/04/2020 tanggal 15 April 2020.

2. Briefing sheet Rapat Terbatas tentang Kebijakan Satu Peta pada tanggal
6 Februari 2020 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris
Kabinet nomor: M.0113/Seskab/2/2020 tanggal 6 Februari 2020.

3. Briefing sheet Rapat Terbatas tentang Implementasi Satu Data Indonesia
pada tanggal 2 Juni 2020, yang disampaikan melalui memorandum
Sekretaris Kabinet nomor: M.0530/Seskab/6/2020 tanggal 2 Juni 2020.

4. Briefing sheet Rapat Terbatas tentang Implementasi Proyek Strategis
Nasional (PSN) dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Dampak
Covid-19 pada tanggal 29 Mei 2020 yang disampaikan melalui
memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0523/Seskab/05/2020 tanggal
29 Mei 2020.

1. Briefing sheet Rapat Terbatas tentang Kebijakan Ujian Nasional Tahun
2020 tanggal 24 Maret 2020 yang disampaikan melalui memorandum
Sekretaris Kabinet nomor: M.0302/Seskab/03/2020 tanggal 24 Maret
2020.

2. Briefing sheet Rapat Terbatas tentang Strategi Peningkatan Peringkat
Indonesia dalam Programme for International Student Assessment (PISA)
yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor:
M.0344/Seskab/04/2020 tanggal 2 April 2020.

3. Briefing sheet Rapat Terbatas tentang Peta Jalan Pendidikan Tahun
2020-2035 disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor:
M.0543/Seskab/06/2020 tanggal 4 Juni 2020.

4. Briefing sheet Rapat Terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara
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Barat yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet
nomor: M.0268/Seskab/3/2020 tanggal 17 Maret 2020.

1. Briefing sheet dan Infografis Rapat Terbatas tentang Peningkatan
Peringkat Pariwisata yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris
Kabinet nomor: M.0146/Seskab/02/2020 tanggal 17 Februari 2020.

2. Bahan Rapat Terbatas tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi
Nasional yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet
nomor: M.0227/Seskab/03/2020 tanggal 4 Maret 2020 .

3. Bahan Rapat Terbatas tentang Penataan Ekosistem Ketenagalistrikan
yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor:
M.0228/Seskab/03/2020 tanggal 4 Maret 2020 .

4. Briefing Sheet Rapat Terbatas tentang Akselerasi Program Tol Laut yang
disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor:
M.0234/Seskab/03/2020 tanggal 5 Maret 2020.

Pada tahun 2020, dunia menghadapi pandemi Covid-19, salah satu
langkah yang disarankan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19
adalah dengan melakukan physical distancing atau pembatasan fisik yang
berarti menjaga jarak antar manusia dengan menghindari pertemuan besar
atau kerumunan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan bagi ASN untuk
dapat bekerja dari rumah (work from home), melakukan penyesuaian sistem
kerja guna menjaga agar pemerintahan tetap berjalan. Guna mendukung
pencegahan sebaran Covid-19 di lingkungan Sekretariat Kabinet,
Sekretariat Kabinet telah menerapkan mekanisme kerja dengan
diberlakukannya sistem kerja Work From Home (WFH) dan Work From
Office (WFO) secara bergantian dan simultan untuk seluruh pegawai
Sekretariat Kabinet. Pelaksanaan pelayanan dilakukan dengan
memanfaatkan teknologi berbasis internet. Penyiapan rekomendasi yang
didukung melalui kegiatan pengawasan, pemantauan, dan pengamatan
langsung ke daerah tidak dapat berjalan sesuai rencana karena berisiko
terpapar virus Covid-19. Upaya yang dilakukan Sekretariat Kabinet adalah
mengoptimalkan pencarian data dan informasi melalui media elektronik
dan berkoordinasi dengan K/L terkait melalu media daring, menjalin
koordinasi secara informal dan menjaga hubungan baik dengan penyedia
data serta melakukan koordinasi secara regular tidak hanya pada saat
membutuhkan data, menjalin jejaring yang lebih luas tidak hanya mitra

[0
ANALISIS CAPAIARN KINERIA 28



LAPORAN CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET
STER I TAHUN 2020

kerja (counterpart) tetapi juga dengan K/L yang memiliki rumpun tugas
yang sama dengan bidang yang ditangani oleh unit kerja.

Guna menunjang implementasi sistem kerja baru, maka Sekretariat
Kabinet melakukan pengadaan/pembelian Barang Milik Negara (BMN)
sebagai berikut:

1. Pembelian lisensi aplikasi video conference meeting Zoom yaitu Zoom
Business yang dapat mengakomodir partisipan rapat sebanyak 300
orang.

2. Pengadaan ice board/papan tulis interaktif untuk meeting sebanyak 3
unit beserta piranti pendukungnya berupa Personal Computer (PC),
webcam dan audio, guna menunjang pelaksanaan meeting khususnya
video conference meeting.

3. Pengadaan webcam sebanyak 200 unit untuk melengkapi PC yang
digunakan pegawai Sekretariat Kabinet untuk mendukung pelaksanaan
pertemuan/rapat secara online.

4. Pengadaan Wi-fi router untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
dan fungsi pegawai terkait akses internet dan akses untuk online
meeting.

Guna menunjang pelaksanaan WFH dan supaya tugas dan fungsi
berjalan dengan efisien dan efektif, Sekretariat Kabinet juga memfasilitasi
peminjaman Alat Pengolah Data (APD) berupa laptop atau PC bagi pegawai
yang melaksanakan WFH.

Selain sarana prasarana, salah satu faktor terpenting dalam
pemberian rekomendasi kebijakan yang berkualitas adalah kualitas dari
Sumber Daya Manusia (SDM) yang perlu dibekali dengan kompetensi baik
teknis (hard skills) maupun non-teknis (soft skills). Upaya peningkatan
kapasitas pegawai yang dilaksanakan antara lain: menyelenggarakan
kegiatan diskusi internal membahas isu-isu kebijakan secara berkala
sebagai wadah bertukar informasi, diskusi antar bidang, serta mengasah
kemampuan untuk  menyajikan  paparan/presentasi, mengikuti
webinar/diskusi online, mengikutsertakan pegawai pada program
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan teknik analisis dan
evaluasi kebijakan. Program pendidikan dan pelatihan yang telah
dilaksanakan selama tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran 4. Selain dari
sisi kualitas, dari sisi kuantitas SDM dilakukan pemetaan kebutuhan

pegawai di setiap unit kerja untuk menganalisis kesesuaian kompetensi dan
jumlah SDM yang dibutuhkan.
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AKUNTABILITAS KEUANGAN SASARAN I

Pagu awal yang dialokasikan untuk mencapai sasaran strategis
pertama merupakan alokasi anggaran pada program “Dukungan
Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan” yaitu sebesar Rp.21.933.830.000,00.
Sehubungan dengan kebutuhan anggaran negara untuk penanganan
pandemi Covid-19, anggaran sasaran strategis pertama dialihkan sebesar
62,87% atau sebesar Rp. 13.788.934.000,00. Penyerapan anggaran pada
semester I adalah sebesar Rp.1.545.826.394,00 atau sebesar 18.98%%.
Rendahnya penyerapan anggaran disebabkan terbatasnya pelaksanaan
kegiatan-kegiatan yang menyerap anggaran besar seperti penyelenggaraan
FGD (Focus Grup Disscusion), rapat koordinasi, dan perjalanan dinas dalam
rangka pemantauan ke lapangan selama masa pandemi COVID-19.
Sementara itu, rancangan rekomendasi yang sudah dihasilkan pada
Semester I TA 2020 lebih banyak dihasilkan melalui Work From Home yang
minim penggunaan anggaran, hal ini berdampak positif terhadap rancangan
rekomendasi yang dihasilkan unit kerja yang jumlahnya lebih besar dari
yang ditargetkan. Dengan demikian tercipta efisiensi pelaksanaan anggaran.

Tabel 2.5. Realisasi Anggaran Sasaran I Sekretariat Kabinet
Semester I Tahun 2020

.. Realisasi Realisasi Capaian
Sasaran Pagu Revisi X )
Strategis (Rp) Anggaran Anggaran Kinerja
s P (Rp) ) (%)
Terwujudnya
el 21.933.830.000 | 8.144.896.000 | 1.545.826.394 | 18,98 100%
Kebijakan yang
Berkualitas

*Sumber Realisasi SISKA per 30 Juni 2020 berdasarkan SP2D, dicetak tanggal 15 Juli 2020
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Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet
yang Berkualitas

SASARAN 2

%

Tugas pokok Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet adalah memberikan
dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil
Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas
pokok tersebut, Sekretariat Kabinet melaksanakan fungsi terkait
pengelolaan sidang kabinet dalam hal penyelenggaraan sidang kabinet dan
pengelolaan risalah sidang kabinet, yaitu:

1. Penyelenggaraan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin
atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

2. Perekaman, penyusunan transkripsi, penyusunan dan pendistribusian
arahan Presiden dan risalah sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang
dipimpin atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sasaran kedua Sekretariat Kabinet yaitu “Terwujudnya Pengelolaan
Persidangan Kabinet yang Berkualitas”, pengelolaan persidangan kabinet
yang berkualitas diwujudkan dengan proses perencanaan, pelaksanaan,
pelaporan, dan pendokumentasian serta pendistribusian hasil sidang kabinet
secara cepat dan tepat.

Perseskab Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan IKU di lingkungan
Sekretariat Kabinet, dalam lampiran I menjelaskan bahwa keberhasilan
pencapaian sasaran strategis kedua diukur menggunakan 1 (satu) buah IKU
yaitu “Persentase tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap
pengelolaan sidang kabinet” dan telah diperjanjikan dalam PK dengan target
kinerja sebesar 100%.

IKU

Persentase Tingkat Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap

Pengelolaan Sidang Kabinet

IKU sasaran dua menunjukkan pencapaian Kkinerja Sekretariat
Kabinet yang spesifik, relevan, dapat dicapai, dikuantifikasi, dan diukur
melalui pengukuran kualitas kinerja Sekretariat Kabinet terkait penyiapan,
pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet,
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rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan hasil survei.
Survei diperhitungkan setiap enam bulan sekali dengan cara membagikan
kuesioner kepada responden peserta sidang kabinet, yang terdiri atas:

a. Menteri Kabinet Kerja dan Pejabat Setingkat Menteri;
b. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

c. Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga; dan

d. Pejabat Lainnya.

Aspek utama yang menjadi landasan untuk mengukur IKU dari
sasaran dua ini ditandai dengan kepuasan peserta sidang kabinet terhadap
pengelolaan persidangan kabinet. Semakin puas peserta sidang kabinet
maka semakin berkualitas pengelolaan persidangan kabinet tersebut.

Pada periode Januari s.d. Juni 2020, Sekretariat Kabinet telah
mengelola penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas maupun
pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil
Presiden sebanyak 111 kali, yaitu 44 kali tatap muka dan 67 kali non tatap
muka atau melalui video conference. Berikut identifikasi jumlah sidang
kabinet/rapat terbatas berdasarkan jenis yaitu:

— Sidang Kabinet Paripurna sebanyak 5 kali.
— Rapat Terbatas sebanyak 76 kali.
— Rapat Intern sebanyak 30 kali.

Jumlah sidang kabinet/rapat terbatas periode Januari-Juni 2020
dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2.6. Jumlah Sidang Kabinet/Rapat Terbatas Semester I
Tahun 2020

JUMLAH SIDANG KABINET/RAPAT TERBATAS
SEMESTER 1 2020

®Tatap Muka @ Video Conference mTotal

BABI!
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Dari grafik di atas, terlihat bahwa penyelenggaraan sidang
kabinet/rapat terbatas melalui wvideo conference lebih banyak jika
dibandingkan dengan penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas secara
tatap muka.

Semenjak pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) di Indonesia,
Sekretariat Kabinet cq. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet
mengimplementasikan physical distancing dengan menyelenggarakan
sidang kabinet/rapat terbatas melalui video conference. Dalam rangka
mewujudkan kelancaran persiapan dan efektivitas penyelenggaraan sidang
kabinet/rapat terbatas melalui video conference, maka dibuat Panduan Video
Conference melalui Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang Dipimpin
oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui Video Conference.

Seiring dengan imbauan Presiden Republik Indonesia untuk Aman
Covid-19 dan Produktif atau yang disebut dengan adaptasi new normal,
Sekretariat Kabinet c.q. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet
menyelenggarakan sidang kabinet paripurna secara tatap muka pertama
kali pada tanggal 18 Juni 2020 dengan mengikuti protokol kesehatan yang
ketat. Pelaksanaan sidang kabinet paripurna dimaksud, menjadi pedoman
bagi pelaksanaan rapat-rapat Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dari grafik tersebut juga dapat terlihat bahwa jumlah
penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas melebihi target tahun 2020
yaitu sebanyak 50 kali. Jumlah yang melebihi target tahunan ini disebabkan
oleh tingginya jumlah sidang kabinet/rapat terbatas yang membahas
dampak pandemi Covid-19 pada segala sektor di Indonesia.

Dalam menghadapi pandemi Covid-19, Sekretariat Kabinet
melakukan berbagai upaya guna menjaga kualitas pelayanan kepada
stakeholders antara lain:

1. Menginisiasi Sidang Kabinet Paripurna/Rapat Terbatas melalui video
conference yang dilaksanakan pertama kali tanggal 16 Maret 2020 dan
sampai saat ini telah diselenggarakan sebanyak 67 (enam puluh tujuh)
kali periode Maret-Juni 2020.

2. Menyusun Panduan Video Conference melalui Surat Edaran Sekretaris
Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sidang
Kabinet/Rapat Terbatas yang Dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden melalui Video Conference.
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3. Melakukan pengadaan perangkat interactive board guna mendukung
kelancaran dan kemudahan dalam penyelenggaraan sidang
kabinet/rapat terbatas melalui video conference.

4. Sebagai awal memulai Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di lingkungan
Pemerintah (K/L), Sekretariat Kabinet menyelenggarakan Sidang
Kabinet Paripurna secara tatap muka tanggal 18 Juni 2020 dengan tetap
menerapkan protokol kesehatan dengan panduan sebagai berikut:

a. Peserta yang tiba di halaman Istana Kepresidenan dijemput dan
didata ke petugas kesehatan guna melakukan rapid test.

b. Setelah dinyatakan negatif, peserta akan dideteksi suhu tubuh dan
masuk ke bilik disinfektan.

c. Format kursi di dalam Istana Kepresidenan menerapkan physical
distancing 1,5-2 meter dan di setiap meja disediakan hand sanitizer
dan tisu basah.

d. Hardcopy bahan paparan diubah dalam bentuk softcopy.

5. Merancang pembangunan aplikasi e-kabinet guna memudahkan
pelayanan pengelolaan sidang kabinet mulai dari penyampaian
informasi, penyampaian bahan paparan, dan pendistribusian risalah
hasil sidang kabinet/rapat terbatas, bekerjasama dengan Badan
Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Kementerian
Komunikasi dan Informatika.

6. Risalah sidang kabinet/rapat terbatas disampaikan (distribusi) kepada
para peserta dalam bentuk hardcopy dengan menggunakan kertas
pengaman (security paper) melalui jasa pengiriman. Namun demikian,
dalam menghadapi pandemi Covid-19, maka penyampaian risalah
dilakukan melalui teknologi digital (surat elektronik/e-mail resmi) dalam
bentuk softcopy dengan tetap menggunakan kertas pengaman (security
paper). Perubahan cara penyampaian tersebut berdampak pada
kecepatan, efisiensi dan efektivitas distribusi risalah.

7. Memfasilitasi kegiatan konferensi pers usai sidang kabinet/rapat
terbatas melalui video conference sesuai dengan protokol kesehatan.

8. Penyebarluasan informasi melalui kanal resmi yang dikelola oleh
Sekretariat Kabinet seperti Website, Youtube, Instagram, Fanpage
Facebook, dan Twitter.

9. Pengelolaan tamu yang akan audiensi dengan Sekretaris Kabinet sesuai
protokol kesehatan.

Pada semester I tahun 2020, survei dilaksanakan pada tanggal 22 Juni
s.d. 30 Juni 2020, dengan responden seluruhnya sebanyak 21 peserta sidang
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kabinet/rapat terbatas yang terdiri dari para Menteri/Kepala Lembaga.
Penyusunan hingga pengumpulan survei kepuasan peserta sidang kabinet
terhadap pengelolaan sidang kabinet dilaksanakan oleh tim penyusun survei
yang ditunjuk oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet melalui Surat
Perintah  Deputi  Bidang Kabinet
Sprint.46/DKK/06/2020.

Dukungan  Kerja Nomor

Tim penyusun survei telah melakukan perbaikan instrumen survei
dengan menajamkan pernyataan dalam kuesioner survei. Tahun sebelumnya
kuesioner memuat 6 (enam) buah pernyataan dengan jawaban skala
kepuasan yang terdiri dari 5 (lima) kriteria jawaban yaitu sangat tidak puas,
tidak puas, kurang puas, puas, dan sangat puas, diperbaiki menjadi 9
(sembilan) buah pernyataan dengan jawaban skala kepuasan yang terdiri
dari 4 (empat) kriteria jawaban yaitu tidak puas, kurang puas, puas, dan
sangat puas. Berikut ini1 perbandingan pernyataan survei yang disampaikan
di dalam kuesioner surveil kepuasan pengelolaan sidang kabinet pada tahun
ini dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2.6. Pernyataan Survei Kepuasan Pengelolaan Sidang Kabinet

1 Informasi penyelenggaraan sidang | Informasi penyelenggaraan sidang
kabinet diterima dengan baik kabinet sesuai dengan prosedur

2 Sarana dan prasarana sidang | Sarana dan prasarana sidang
kabinet berfungsi dengan baik kabinet berfungsi dengan baik

3 Bahan paparan materi sidang | Bahan paparan materi sidang
kabinet mudah diperoleh kabinet dapat diperoleh dengan

mudah

4 Risalah sidang kabinet diterima | Risalah sidang kabinet diterima
dengan cepat dengan cepat

5 Risalah sidang kabinet dibaca | Risalah sidang kabinet dibaca
dengan jelas dengan jelas

6 Arahan Presiden dalam risalah | Arahan Presiden dalam risalah
bermanfaat untuk ditindaklanjuti bermanfaat untuk ditindaklanjuti

7 Kompetensi/kemampuan
penyelenggaran sidang kabinet

8 Perilaku, kesopanan dan keramahan
penyelenggara sidang kabinet

9 Kemudahan dalam  pengaduan
pelayanan sidang kabinet
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Metode penilaian untuk mengukur tingkat kepuasan menggunakan
rumus sebagai berikut:

Jumlah skor persepsi responden

x100%
Jumlah responden

Hasil survei kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan
sidang kabinet semester I tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.7. Hasil Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap
Pengelolaan Sidang Kabinet Semester 1 2020.

Bahan paparan Sldang Kabinet mudah diperoleh '7 5.00%

2. | Informasi penyelenggaraan sidang kabinet diterima dengan baik| 76.19%

3. | Risalah Sidang Kabinet diterima dengan cepat 79.76%

4. | Risalah Sidang Kabinet dibaca dengan jelas 85.71%

5. | Arahan Presiden dalam Risalah bermanfaat untuk 89.29%
ditindaklanjuti

6. | Kompetensi/kemampuan Penyelenggara Sidang Kabinet 85.00%

7. | Perilaku, Kesopanan, dan Keramahan Penyelenggara Sidang 88.10%

Kabinet
8. | Kemudahan dalam Pengaduan Pelayanan Sidang Kabinet 82.14%
9. | Sarana dan prasarana Sidang Kabinet berfungsi dengan baik 85.71%

Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan

0,
Sidang Kabinet 82.99 %

Capaian kinerja sasaran kedua pada akhir tahun 2019 yaitu 91,36%,
jika dibandingkan dengan hasil survei di semester I tahun 2020 sebesar
82,99%, maka terdapat penurunan sebesar 8,37%. Namun hal ini
disebabkan karena skala likert yang digunakan untuk mengukur persepsi
responden mengalami perubahan dari 5 (lima) skala menjadi 4 (empat)
skala, sehingga tidak dapat diperbandingkan. Sebagaimana tertuang di
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dalam Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024, interpretasi
persentase kepuasan yang digunakan yaitu:
Tabel 2.8. Interpretasi Hasil Survei

81,25% - 100% Sangat memuaskan
62,5% - 81,24% Memuaskan

43,75% - 62,4% Cukup memuaskan
25% - 43,74% Kurang memuaskan

= DN W

Berdasarkan tabel di atas maka hasil survei atas tingkat kepuasan
peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet memperoleh
predikat “Sangat Memuaskan” dengan nilai indeks persentase 82,99%.

Berdasarkan tabel 2.8., tingkat kepuasan dengan hasil persentase
tertinggi diperoleh pada aspek “Arahan Presiden dalam Risalah bermanfaat
untuk ditindaklanjuti” yaitu sebesar 89.29%. Upaya yang telah dilakukan
Sekretariat Kabinet pada semester I tahun 2020 adalah meningkatkan
kecepatan pendistribusian risalah sidang kabinet/rapat terbatas dengan
melakukan pengiriman risalah sidang kabinet/rapat terbatas melalui e-mail
resmi Kementerian/Lembaga yang menjadi peserta sidang kabinet/rapat
terbatas.

Selain itu, Sekretariat Kabinet terus meningkatkan penajaman
Arahan Presiden yang termuat di dalam risalah guna memudahkan para
peserta sidang kabinet/rapat terbatas dalam menindaklanjuti arahan
Presiden. Ketelitian dan kecermatan dalam penyusunan risalah serta
kejelasan isi merupakan hal yang menentukan kepuasan dari para peserta
sidang kabinet/rapat terbatas.

Persentase terendah diperoleh pada aspek “Bahan paparan sidang
kabinet yang mudah diperoleh” dengan persentase sebesar 75%. Hal ini
disebabkan oleh kurangnya pemahaman peserta sidang kabinet/rapat
terbatas mengenai sifat kerahasiaan dari bahan paparan. Ada beberapa
bahan paparan yang bersifat sangat rahasia, masih memerlukan
pembahasan dan belum mendapatkan keputusan dalam sidang
kabinet/rapat terbatas tersebut, serta bahan paparan tidak diperkenankan
untuk disampaikan terlebih dahulu kepada peserta sidang kabinet/rapat
terbatas oleh K/L pembuat bahan paparan. Bahan paparan dimaksud hanya
terbatas diperuntukkan bagi Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan bahan
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paparan yang bersifat tidak rahasia, dapat diperoleh para peserta sidang
kabinet/rapat terbatas dengan memberikan surat permohonan kepada
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet c.q. Asisten Deputi Bidang
Penyelenggaraan Persidangan.

Guna meningkatkan kualitas pelayanan persidangan kabinet, saat ini
Sekretariat Kabinet dalam proses membangun sebuah aplikasi sistem
informasi untuk memudahkan pengelolaan sidang kabinet/rapat terbatas
yang akan memudahkan penyampaian bahan paparan sidang kabinet/rapat
terbatas kepada para peserta sidang kabinet/rapat terbatas.

Aspek lain yang memiliki persentase rendah yaitu aspek “Informasi
penyelenggaraan sidang kabinet diterima dengan baik” dengan persentase
sebesar 76.19%. Hal ini disebabkan oleh informasi jadwal penyelenggaraan
sidang kabinet/rapat terbatas yang sifatnya mendadak atas arahan Presiden
sehingga terdapat beberapa informasi penyelenggaraan sidang kabinet/rapat
terbatas yang disampaikan menjelang dan/atau mendekati waktu
penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas.

Sekretariat Kabinet melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1
Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan dan Tindak Lanjut
Hasil Sidang Kabinet (Perseskab Nomor 1 Tahun 2018) sebagai pelaksanaan
dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan,
Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat
Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah mengatur tentang
pemberitahuan jadwal penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas oleh
Sekretaris Kabinet kepada Menteri/Pejabat peserta sidang kabinet/rapat
terbatas paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum penyelenggaraan sidang
kabinet/rapat terbatas, kecuali terdapat hal mendesak (Pasal 8).

Namun, pada pelaksanaannya informasi dimaksud diperoleh menjelang
dan/atau mendekati waktu penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Sekretariat Kabinet cq. Deputi Bidang
Dukungan Kerja Kabinet menginformasikan terlebih dahulu secara informal
kepada para peserta sidang kabinet/rapat terbatas untuk selanjutnya
disusulkan dengan undangan formal. Hal tersebut dilakukan guna
kecepatan informasi dapat diperoleh para peserta sidang kabinet/rapat
terbatas.

Survei kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang
kabinet selain bertujuan untuk mengukur kinerja pengelolaan sidang
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kabinet/rapat terbatas, juga bertujuan untuk menampung dan

menindaklanjuti setiap masukan dan saran dari peserta sidang

kabinet/rapat terbatas.

Berikut ini tindak lanjut yang telah dilakukan pada semester I tahun

2020 atas saran masukan pada survel kepuasan atas pengelolaan sidang

kabinet yang dilaksanakan pada tahun 2019:

Tabel 2.9. Saran dan Masukan Survei Kepuasan Peserta Sidang
Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet Tahun 2019 serta
Tindak Lanjut Tahun 2020.

e Informasi pelaksanaan sidang
diharapkan dapat diterima
oleh peserta sidang kabinet/
rapat terbatas minimal 3 hari
sebelum hari H sidang
kabinet/rapat terbatas.

e Pelaksanaan sidang kabinet
diagendakan sehingga dapat
menyesuaikan dengan tugas-
tugas lapangan yang sudah
diarahkan oleh Presiden.

Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 mengatur tentang
pemberitahuan jadwal penyelenggaraan sidang
kabinet/rapat terbatas oleh Sekretaris Kabinet
kepada Menteri/Pejabat peserta sidang
kabinet/rapat terbatas paling lambat 3 (tiga) hari
kerja sebelum penyelenggaraan sidang
kabinet/rapat terbatas, kecuali terdapat hal
mendesak (Pasal 8).

Buku panduan kabinet yang berisi tata cara
pengelolaan sidang kabinet/rapat terbatas
telah didistribusikan kepada seluruh Menteri
dan Kepala Lembaga.

e Tema diharapkan diinfor-
masikan lebih awal agar
materi menjadi lebih matang

e Pembagian materi presentasi
dalam bentuk softcopy
maupun hardcopy.

Menteri Koordinator, Menteri/Kepala Lembaga,
dan/atau  Gubernur dan Bupati/Wali Kota
menyampaikan bahan sidang sesuai dengan topik
sidang kabinet paling lambat 1 (satu) hari
sebelum pelaksanaan sidang kabinet, kecuali
terdapat hal mendesak (Perseskab Nomor 1
Tahun 2018 Pasal 9 ayat 1).

Risalah sidang diharapkan dapat
secepatnya diterima oleh peserta
sidang kabinet/rapat terbatas.

Penyampaian risalah hasil Sidang Kabinet kepada
para  Menteri Koordinator, Menteri/Kepala
Lembaga, dan/atau gubernur dan bupati/wali kota,
paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
penyelenggaraan  Sidang Kabinet (Perseskab
Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 13).

Perlu adanya agenda yang berisi
alamat dan nomor telepon para
Menteri atau Pejabat setingkat
Menteri dan para Pejabat Eselon
I di lingkungan Sekretariat

Sekretariat Kabinet c.q. Deputi Bidang Dukungan
Kerja Kabinet sedang merancang pembangunan
aplikasi yang akan memudahkan dalam
koordinasi tertulis antara Sekretariat Kabinet
dengan para K/L, pendistribusian materi/bahan

Kabinet paparan sidang kabinet serta risalah sidang kabinet
yang disebut e-kabinet.
{0
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Pada tahun 2020, Kementerian Sekretariat
Negara c.q. Sekretariat Presiden dalam proses
melakukan renovasi pada Istana Kepresidenan
Negara di Jakarta dan Bogor.

e Pendingin ruangan di ruang
rapat kecil pada Kantor
Presiden  Jakarta  kurang
berfungsi dengan baik.

e Ruang rapat kecil pada
Kantor Presiden di Jakarta
sudah tidak memadai untuk

diselenggarakannya sidang
kabinet maupun rapat
terbatas.

Pada survei pengelolaan sidang kabinet yang dilaksanakan semester I
tahun 2020, terdapat beberapa masukan dan saran dari Peserta Sidang
Kabinet/Rapat Terbatas sebagai berikut.

Tabel 2.10. Saran dan Masukan Survei Kepuasan Peserta Sidang
Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet Semester I 2020 serta
Rencana Tindak Lanjut

SARAN DAN MASUKAN

SEMESTER I TAHUN 2020 RENCANA TINDAK JUT

e Undangan sidang kabinet/ rapat | Sesuai ketentuan dalam Perseskab Nomor 1
terbatas disampaikan lebih awal | Tahun 2018  mengatur tentang
(tidak mendadak) agar dapat | pemberitahuan jadwal penyelenggaraan
dipersiapkan dengan lebih baik. sidang  kabinet/rapat  terbatas  oleh

Sekretaris Kabinet kepada Menteri/Pejabat

e Informasi awal penyelengga-raan > ’
peserta sidang kabinet/rapat terbatas

sidang kabinet/rapat terbatas dapat
diinformasikan dengan cepat
sehingga dalam penyiapan bahan
laporan kepada Presiden dapat lebih

terstruktur dan tercapai tujuan
rapat.
Informasi mengenai isu-isu yang

mungkin akan dibahas dapat rapat
agar disampaikan lebih awal guna
membantu persiapan bahan
masukan yang diperlukan.

Tema pembahasan dan undangan
rapat terbatas dapat diinformasikan
lebih awal.

paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum
penyelenggaraan  sidang  kabinet/rapat
terbatas, kecuali terdapat hal
mendesak (Pasal 8).

Sekretariat Kabinet telah mendistribusikan
buku panduan kabinet yang berisi tata
cara pengelolaan sidang kabinet/rapat
terbatas kepada seluruh Menteri dan
Kepala Lembaga sebagai salah satu langkah
untuk diseminasi Perseskab Nomor 1 Tahun
2018.
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e Para K/ mengumpulkan bahan

paparan untuk dapat diberikan
sebagai bahan referensi rapat- rapat
selanjutnya.

e Terdapat informasi kerahasiaan dari
bahan paparan/materi sehingga
bahan paparan/materi yang sifatnya
tidak rahasia dapat segera

disampaikan kepada para peserta
sidang kabinet/rapat terbatas

e Para peserta sidang kabinet/rapat
terbatas diberikan kemudahan
dalam memperoleh bahan
paparan/materi sidang kabinet/rapat
terbatas

¢ Bahan paparan Menteri dapat
disampaikan kepada Para Menteri
sebelum Sidang atau Rapat Terbatas
dimulai.

e Setiap Menteri mendapat seluruh
paparan Menteri lain

Risalah Sidang atau Rapat Terbatas

agar dapat diterima oleh Menteri atau

Pimpinan Lembaga lebih cepat (sebelum

Sidang atau Rapat Terbatas lanjutan

diselenggarakan) sehingga dapat segera

ditindaklanjuti dan tidak ada

pengulangan informasi pada bahan

paparan Sidang atau Rapat Terbatas

selanjutnya

Perlu dibuat aturan mengenai
pengaturan tanya jawab pelaksanaan
sidang kabinet, sehingga peserta dapat
lebih mempersiapkan.

Memperkecil jumlah peserta
terbatas (maksimal 5—7 orang).

rapat

ERIT

RENCANA TINDAK LANJUT

Telah diatur dalam Perseskab Nomor 1
Tahun 2018 Pasal 9 ayat 1 bahwa Menteri
Koordinator, Menteri/Kepala Lembaga,
dan/atau gubernur dan bupati/wali kota
menyampaikan bahan sidang sesuai dengan
topik Sidang Kabinet paling lambat 1 (satu)
hari sebelum pelaksanaan Sidang Kabinet,
kecuali terdapat hal mendesak.

Sekretariat Kabinet merancang
pembangunan aplikasi e-kabinet yang akan
mempercepat dan memudahkan dalam
penyampaian bahan/paparan sidang
kabinet secara aman.

Sekretariat Kabinet terus  berupaya
mendistribusikan risalah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dalam Perseskab
Nomor 1 Tahun 2018 yaitu penyampaian
risalah hasil Sidang Kabinet kepada para
Menteri  Koordinator, = Menteri/Kepala
Lembaga, dan/atau gubernur dan
bupati/wali kota, paling lambat 3 (tiga) hari
kerja setelah penyelenggaraan Sidang
Kabinet (Pasal 13).

Buku panduan kabinet yang berisi tata
cara pengelolaan sidang kabinet/rapat
terbatas telah didistribusikan kepada
seluruh Menteri dan Kepala Lembaga.

Penentuan jumlah peserta rapat terbatas
merupakan kewenangan dan arahan
Presiden.

Hal tersebut mempertimbangkan topik-
topik tertentu yang akan dibahas sehingga
menjadi lebih fokus.

Hal-hal lainnya yang menjadi penyebab belum tercapainya persentase

kepuasan para peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet

semester I tahun 2020 antara lain:
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1. Kurangnya waktu bagi peserta dalam mempersiapkan materi sidang
kabinet/rapat terbatas karena surat undangan sidang kabinet/rapat
terbatas diterima peserta waktunya singkat.

2. Dukungan sarana dan prasarana yang dirasakan peserta sidang
kabinet/rapat terbatas masih kurang optimal seperti ruang rapat yang
terlalu kecil untuk acara rapat terbatas dengan jumlah peserta lebih
dari 7 orang.

3. Waktu bagi peserta dalam menyampaikan pendapat pada sidang
kabinet/rapat terbatas yang belum merata.

4. Peserta belum memiliki akses yang mudah dan cepat dalam memberikan
pengaduan terhadap pelayanan sidang kabinet/rapat terbatas.

5. Belum tersedianya tata cara tanya jawab dalam penyelenggaraan sidang
kabinet/rapat terbatas.

Capaian kinerja sasaran strategis II Sekretariat Kabinet yaitu
“Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas” jika
dibandingkan dengan target 100% maka capaiannya sebesar 82,99% masuk
kategori Baik (rentang capaian 70%-<85%). Sekretariat Kabinet perlu terus
meningkatkan kualitas kinerja pengelolaan sidang kabinet dimasa yang
akan datang, upaya perbaikan antara lain:

1. Pengembangan Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden
(SITAP) yang mencakup penyebarluasan arahan Presiden kepada
seluruh Kementerian/Lembaga (saat ini terbatas di Kemenko) guna
pembuatan kebijakan.

2. Mengintensifkan kerja sama dengan instansi lain terkait dengan
keamanan hasil-hasil sidang kabinet seperti kerja sama dengan BSSN,
Arsip Nasional dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

3. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara cq.
Sekretariat Presiden terkait penyelenggaraan sidang kabinet yang
dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

4. Pemutakhiran dukungan peralatan sidang kabinet/rapat terbatas yaitu
alat utama pengeras suara dan sound system, perangkat interactive
board yang mendukung  penyelenggaraan sidang kabinet/rapat
terbatas melalui video conference, perangkat audio to text yang
mendukung pengelolaan dokumen hasil- hasil sidang kabinet yaitu
penyusunan transkripsi sidang kabinet/rapat terbatas, dan perangkat
audio visual yang mendukung kegiatan perekaman visual sidang
kabinet/rapat terbatas.

5. Peningkatan inovasi guna memudahkan pelayanan pengelolaan sidang
kabinet.

6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan melaksanakan
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studi banding kepada instansi lain atau negara lain terkait pengelolaan
sidang kabinet.

7. Mengusulkan penyelenggaraan rapat koordinasi dengan K/L atau
Iinstansi terkait yang dilaksanakan secara rutin guna menampung
masukan dan saran perbaikan kinerja pengelolaan sidang kabinet.

AKUNTABILITAS KEUANGAN SASARAN 11

Anggaran yang diperjanjikan pada awal tahun 2020 untuk mencapai
sasaran strategis kedua “Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet
yang Berkualitas” adalah sebesar Rp.15.205.743.000,00, yang bersumber dari
pagu anggaran Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2020.
Dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19, pada semester
I tahun 2020 Sekretariat Kabinet melakukan refocusing anggaran sasaran
strategis kedua menjadi Rp.8.150.932.000,00. Adapun penyerapan anggaran
pada semester I tahun 2020 adalah sebesar Rp.4.536.054.734,00 atau sebesar
55,65%.

Tabel 2.11. Realisasi Anggaran Sasaran II Sekretariat Kabinet
Semester I Tahun 2020

Sasaran Indikator Realisasi Realisasi Capaian
Strategis Kinerja Anggaran | Anggaran Kinerja
s Utama (Rp) (%) (%)
Persentase
tingkat
Terwujudnya kepuisan
Pengelolaan pe ds erta
Persidangan ila&?it 15.205.743.000 8.150.932.000 4.536.054.734 55,65 82,99
Iéabline‘i.yang terhadap
eriualitas pengelolaan
sidang
kabinet
1l
3]
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B. Capaian Lainnya

I. Opini WTP atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet

Sekretariat Kabinet kembali memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan
Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2019. Sekretariat Kabinet telah
memperoleh predikat WTP selama 8 (delapan) tahun berturut-turut. Hal
tersebut menunjukkan keberhasilan Sekretariat Kabinet dalam menyusun
dan menyajikan Laporan Keuangan dengan capaian standar tertinggi secara
transparan, relevan, tidak terdapat kesalahan yang material, dan sesuai

dengan standar akuntansi pemerintah.

Melalui surat nomor: S-566/MK.05/2020 tanggal 3 Juli 2020, Menteri
Keuangan menyampaikan apresiasi kepada Kementerian/Lembaga (K/L)
yang memperoleh opini WTP termasuk Sekretariat Kabinet atas pencapaian
dalam penyelesaian laporan keuangan di tengah situasi pandemi COVID-19
yang dinilai tidak mudah. Disampaikan pula bahwa Kementerian Keuangan
akan secara aktif mendorong seluruh K/L agar senantiasa meningkatkan

kualitas laporan keuangannya melalui komunikasi yang intensif dan

pembinaan yang berkelanjutan.

Dalam kegiatan
penyampaian Laporan
Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat pada
tanggal 20 Juli 2020 di
Istana Negara, Presiden
Joko Widodo juga

memberikan arahan

kepada seluruh menteri
Gambar 2.7. Penyampaian Laporan Hasil dan kepala lembaga agar

Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan adik hasil
Pemerintah Pusat (LHP LKPP) di Istana Negara  lochjacdizan ast
20 Juli 2020 yang di hadiri Sekretaris Kabinet pemeriksaan BPK sebagai

parameter perbaikan dan
parameter perubahan dalam pengelolaan anggaran negara. Sejalan dengan

hal tersebut, Sekretariat Kabinet berkomitmen untuk mempertahankan

[0
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opini WTP dari BPK dan menjadikannya sebagai parameter perbaikan dan

parameter perubahan dalam pengelolaan anggaran.

Il. Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet

Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun berturut-turut, sejak tahun 2016
sampai dengan tahun 2019 Sekretariat Kabinet memperoleh hasil penilaian
reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) yaitu predikat A (Sangat Baik). Nilai
RB Sekretariat Kabinet Tahun 2019 adalah 81,26, mengalami peningkatan
1,16 poin dari tahun sebelumnya. Peningkatan nilai tersebut menunjukkan
bahwa Sekretariat Kabinet telah melakukan berbagai upaya kemajuan
pelaksanaan RB. Upaya tersebut terlihat dari adanya komitmen pimpinan
yang tinggi dalam memperbaiki kondisi yang ada, antara lain ditunjukkan
dengan keberhasilan Sekretariat Kabinet dalam pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tahun 2019 dengan perolehan nilai
maturitas SPIP dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yaitu
3,17 (terdefinisi).

Sekretariat Kabinet pada
tahun 2019 juga memperoleh
penghargaan pelayanan publik
dari Kemen PANRB karena
berdasarkan evaluasi yang
dilakukan, Unit Pelayanan
Publik Sekretariat Kabinet yang
berada di Kedeputian Bidang

Dukungan Kerja Kabinet Gambar 2.8. Sekretariat Kabinet
menerima Penghargaan Pelayanan

leh Indeks Pel
mermpero’e ndeks elayanan Publik dari Kemen PANRB

Publik sebesar 4,16 dengan

kategori A- (Sangat Baik). Dengan nilai indeks tersebut, Unit Pelayanan
Publik Sekretariat Kabinet dinilai sudah menerapkan seluruh aspek dalam
penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

[0
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Atas keterbukaan informasi publik melalui pelaksana tugas Pejabat
Pengelola  Informasi dan
Dokumentasi (PPID), tahun
2019 Sekretariat Kabinet
menerima penghargaan dari

e Eaa A

Seter Dakaw vion s Seder Aik Tabun 2009
Yategor Lenbags Negars can Lembuaga Pernenintah Non Ke menterian

SEKRETAuliATIfAB!EI’ Komisi  Informasi  Pusat
MENUJU INFORMATIF sebagal Badan Publik
R~ = kategori Lembaga Negara
o i dan Lembaga Pemerintah
:?.m* Non-Kementerian dengan
- kualifikasi “Menuju

Informatif” dengan perolehan
nilai 80,03. Perolehan
penghargaan ini meningkat dibanding tahun sebelumnya, yang hanya

Gambar 2.9. Piagam Penghargaan PPID

mendapat kualifikasi “cukup informatif” (nilai kurang dari 80).

Selain itu, pengelolaan arsip yang tertib juga termasuk sebagai
indikator reformasi birokrasi sebagai bentuk akuntabilitas dan cerminan
kualitas penyelenggaraan negara. Arsip memegang peranan yang sangat
penting sebagai identitas dan jati diri bangsa, memori, acuan, sekaligus
pertanggungjawaban nasional, sehingga seluruh kegiatan maupun program
yang berkaitan dengan penciptaan, pengelolaan, dan pelaporan arsip perlu
dilebur dalam suatu sistem rekaman kegiatan yang faktual, utuh, sistematis,
autentik, terpercaya, dan dapat digunakan (useable).

Pemerintah melalui Kemen-
terian PANRB mendorong para
pencipta arsip di seluruh instansi
pemerintah dan lembaga kearsipan
di seluruh Indonesia  untuk

menyelamatkan dan melestarikan

arsip. Hal tersebut tertuang dalam
Surat Edaran Menteri PANRB
Nomor 01 Tahun 2020 tentang
Penyelamatan dan Pelestarian

Gambar 2.10. Piagam Penghargaan dari Arsip N?gara p_eHOde 201%-2019'
ANRI Sekretariat Kabinet sebagai salah

satu pencipta arsip telah
melakukan kegiatan pengelolaan arsip, yakni mengidentifikasi arsip yang
tercipta, pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, penyusunan daftar
arsip aktif, dan penyusunan arsip berdasarkan JRA. Untuk itu Sekretariat

[0
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Kabinet mendapatkan piagam penghargaan atas peran sertanya dalam
penyelamatan dan pelestarian arsip yang bernilai guna pertanggungjawaban
nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

D1 era teknologi informasi, masyarakat semakin mendambakan
pelayanan pemerintahan yang cepat dan tidak terbatas jarak, ruang, dan
waktu. Untuk itu, pemerintah menjawab kebutuhan tersebut dengan
mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),
sebagaimana telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun
2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Salah satu target
pelaksanaan RB adalah mewujudkan pemerintah/birokrasi berkelas dunia,
oleh karena itu penerapan SPBE merupakan suatu keharusan bagi setiap
Instansi Pemerintah. Guna mengidentifikasi tingkat kematangan (maturity
level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah telah dilaksanakan
evaluasi SPBE yang merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan
SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE.
Terdapat 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu: 1)
penyelenggaraan pemerintahan merupakan wunsur tata kelola dari
birokrasinya, 2) keandalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya, dan 3) kemudahan
layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan
fungsinya masing-masing. Hasil evaluasi SPBE Sekretariat Kabinet tahun
2019 dinilai berdasarkan evaluasi mandiri yang dilakukan oleh evaluator
internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan evaluasi dokumen yang
dilakukan oleh evaluator eksternal dari Kementerian PANRB dengan
perolehan indeks SPBE 2,63 berpredikat Baik. Indeks SPBE Sekretariat
Kabinet tahun 2019 sudah di atas rata-rata nilai nasional dan mencapai
target nasional tahun 2024 yaitu 2,6.

[0
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Capaian kinerja semester I Sekretariat Kabinet tahun 2020 sebesar
91,50%. Capaian tersebut merupakan hasil rata-rata capaian seluruh IKU
Sekretariat Kabinet yang telah diperjanjikan di awal tahun. IKU sasaran
pertama memperoleh capaian 100% dan IKU sasaran kedua memperoleh
capaian 82,99%. Dalam mengatasi kendala yang terjadi pada semester I
tahun 2020, Sekretariat Kabinet selalu mengedepankan kerja sama yang
baik antar seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. Sekretariat
Kabinet terus berupaya melakukan perbaikan dalam pelaksanaan setiap
kegiatan. Untuk itu Sekretariat Kabinet telah melakukan identifikasi
langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depan melalui hasil
pemetaan risiko setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, yang
digunakan sebagai panduan bagi Sekretariat Kabinet untuk meminimalisir
risiko yang dapat menghambat kinerja organisasi, dan menyukseskan
seluruh pelayanan yang diberikan Sekretariat Kabinet kepada stakeholders.

Disamping itu, pengelolaan manajemen kabinet perlu memadukan
beberapa elemen terkait sistem database, sistem pemantauan, dan sistem
pelaporannya. Sejalan dengan saran penyempurnaan Aol dari Kementerian
PANRB guna mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi dalam pengelolaan kinerja, khususnya dalam meningkatkan
kualitas pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran strategis segingga
dapat digunakan sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara berkala oleh
pimpinan, Sekretariat Kabinet secara berkelanjutan melakukan penguatan
e-government melalui penyempurnaan sistem informasi yang telah

diimplementasikan selama ini.

Melalui penyempurnaan sistem informasi tersebut, diharapkan dapat
mendukung upaya reformasi proses kerja internal Sekretariat Kabinet
melalui efisiensi, dan memperkuat fungsi organisasi dalam memberikan
dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam
penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet.

Pada sisi lain, dampak dari pandemi covid-19 yang terjadi saat ini,
menyebabkan banyak perubahan, baik dari sisi tatanan kerja maupun

anggaran. paradigma tatanan kerja menjadi lebih efektif dan efisien, terlihat

qoo
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S ERIT.

dari percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) yang telah menjadi kebutuhan pada semua level birokrasi, sebagai
konsekuensi masifnya praktik bekerja dari rumah atau work from home.
Rapat-rapat koordinasi juga diselenggarakan menggunakan teknologi digital
melalui video conference sehingga lebih efektif dan efisien dari sisi waktu dan
biaya.

Tantangan  Sekretariat

Kabinet ke depan adalah "Saya ingin
menegaskan bahwa
memperkuat sumber daya Sekretariat Kabinet
manusia yang kompeten, dapat harus bet_uld-.betul
. i ) menjadi
berinovasi, dan beradaptasi problemJ solver,
dalam memanfaatkan teknologi kalau ?dha
digital dalam berkinerja pke ig?;ﬁ »?a:g,
ditengah pandemi covid-19, membantu untuk
sehingga dapat memberikan memecahkan itu,

i jangan kemudian
outcome yang bermanfaat bagi menjadi

Sekretariat Kabinet dalam birokrasi baru.”
memberikan dukungan - PRAMONO ANUNG -

manajemen kabinet kepada

Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Selanjutnya, Laporan Capaian Kinerja Semester I Sekretariat Kabinet
Tahun 2020 ini akan menjadi bahan evaluasi dan digunakan untuk
menyempurnakan kinerja yang lebih baik di semester berikutnya.

qoo
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Tahun 2020

SEKRETARIAT EADINET
REPUBLIK INDONESIA

FERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dolam rangles mewujudkan mansjemen pemerintahas yang efcktlf, transparan dan
akustabel, serta berorientasl pada hastl, kol yang bertanda tangan di bawah i -

Nema @ Dr. Ir, Pramono Anung Wibewo, MM,
Jubatan ; Scikretaria Kabinet Republik Indonesia

Berjangi akan mewigudkan trget Kinegs yang sebananya sesusl Rempiran penanjian int,
dalam rangks mencapal target kinerja jangka menengab seperti yang telah ditvtapkan
dalam dokumen perencanann,

Kedn i
Kebe

kami.

dan § f

L

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab

Jakarts, 2 Japuari 2020
Sekretaris Kabinet Fepubléc Indonesin

nepnung Wibowo, MM,

PERJANJIAN RINERJA TAHUN 2020
SEERETARIAT EADINET

Program Dukungan Manajeren dan Pelaksarsan Tugas
Telnds Lalnnyn Sekretariat XKabinet

Program Dukungan Pengeliolasn Masajemen Kabinet
2. Kepacli Presiden dan Waki Pressden Dolam
Penyelenggaraan Pemerintabhan

Ne. 8 P /Kegi Indlikator Kinegja Target
N ) (3 &)
1 Terwujudnya Rokomendasi Persentase rekomendusi ntas 100
Kebyakan yang Berkualitas rencana dan penyelnggaraan Persen
pemerintalan yang dimanfaatkan
Persentase rekomendasi
persetujuan atas permehocsn 2in 100
prakaraa dan substanst Perpen
rANCAngen Peraturan penindang-
undangan yang di !
Persentase relcomendasi terkait
enaters sdang kabinet, rapat atau
pertemunn yang dipmmpm 100
dan/stau dibadisi cleh Preaiden Peroen
dan /aten: Wakil Prezlden yang
dimanfsstican
2 Teswujudnya Pengelolaan Pe tinglhaat kep 100
Persldangan Kabinet yong poscrta sidnng kabinet techadap Peraen
DBerkualitas penpclolacn sidang kabinet
Program Anggaran

Rp 242,219,466 000,-

Ryp 54,339,573.000,-
Total Anggasan Rp. 296,550 039,000,

Jakarta, 2 Januarl 2020
Selkretaris Kadinet Republix Indonesss

Mnﬂm MM
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Sasaran

Terwujudnya
Rekomendasi
Kebijakan
yang
Berkualitas

Terwujudnya
Pengelolaan
Persidangan
Kabinet yang
Berkualitas

Keterangan

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet sebesar Rp. 226.964.641.000,00 (setelah revisi), dengan realisasi sebesar Rp. 89.033.030.387,00,

Indikator Kinerja

Persentase rekomendasi atas
rencana dan penyelenggaraan
dimanfaatkan

Persentase rekomendasi
persetujuan atas permohonan izin
prakarsa dan substansi rancangan
peraturan perundang-undangan
yang dimanfaatkan

Persentase rekomendasi terkait
materi sidang kabinet, rapat atau
pertemuan yang dipimpin dan/atau
dihadiri oleh Presiden dan/atau
Wakil Presiden yang dimanfaatkan

Persentase tingkat kepuasan
peserta sidang kabinet terhadap
pengelolaan sidang kabinet

persentase realisas sebesar 39,22%.

Target

100%

100%

100%

100%

Kinerja

Realisasi

100%

100%

100%

82.99%

Capaian

100%

100%

100%

Program

Dukungan
Pengelolaan
Manajemen
Kabinet
kepada
Presiden dan
Wakil Presiden
dalam
penyelenggara
an
Pemerintahan

Anggaran

Pagu Realisasi

Rp. 8.144.896.000,00 Rp.1.545.826.394,00

Rp. 8.150.932.000,00 Rp. 4.536.054.734,00

%

18,98%

55,65%
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Total anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2020: Rp. 250.941.188.000,00

PERSEN

UNIT KERJA PAGU ANGGARAN REALISASI PENYERAPAN

DIET IV B EYa] (PR Lt CEI Rp 2.342.015.000,00 Rp 346.929.357,00 14,81%
Keamanan
AT [RBpI (E R FEITS R Rp 519.664.000,00 Rp 56.976.474,00 10,96%
Negeri
e BRI (BB (U, RER Rp 857.383.000,00 Rp 84.823.965,00 9,89%
Asasi Manusia, dan Aparatur Negara
ST (U (B (R e Rp 544.714.000,00 Rp 82.280.018,00 15,11%
Internasional
Asisten Deputi Bidang Pertahanan,
Keamanan, Komunikasi, dan Rp 420.254.000,00 Rp 122.848.900,00 29,23%
Informatika
Deputi Bidang Perekonomian Rp 2.002.718.000,00 Rp 371.694.697,00 18,56%
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, o
Prmene e Mersl dhn Bedn Uesla Rp 395.344.000,00 Rp 76.295.800,00 19,30%
SR LI AR RN P ELEET, Rp 847.501.000,00 Rp 160.596.967,00 18,95%
Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan
Asisten Deputi Bidang Percepatan
Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Rp 391.590.000,00 Rp 64.182.202,00 16,39%
dan Industri
Asisten Deputi Bidang Ketahanan
Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, Rp 368.283.000,00 Rp 70.619.728,00 19,18%
dan Kehutanan
Deputi Bidang Pembangunan Manusia Rp 1.459.590.000,00 Rp 159.089.649,00 10,90%
dan Kebudayaan
Asisten Deputi Bidang Agama, o
e, Pamek, fem e Rp 355.512.000,00 Rp 50.390.300,00 14,17%
Asisten Deputi Bidang Pendidikan, 0
e, Fiech, e Temalant Rp 414.551.000,00 Rp 40.000.999,00 9,65%
Asisten Deputi Bidang
Penanggulangan Kemiskinan, 0
PG e Eecl, P haraEa Rp 334.925.000,00 Rp 19.664.800,00 5,87%
Perempuan, dan Perlindungan Anak
Asisten Deputi Bidang Pembangunan
Desa, Daerah Tertinggal, dan Rp 354.602.000,00 Rp 49.033.550,00 13,83%

Transmigrasi
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PERSEN
UNIT KERJA PAGU ANGGARAN REALISASI ST

Deputi Bidang Kemaritiman Rp 2.340.573.000,00 Rp 668.112.691,00 28,54%
AEftE LR ER N NAETTED CEN Rp 388.950.000,00 Rp 71.542.600,00 18,39%
Perikanan
AT (LB (BRI (el e 2 Rp 1.151.593.000,00 Rp 419.548.800,00 36,43%
Sumber Daya Mineral
Asisten Deputi Bidang Perhubungan Rp 412.358.000,00 Rp 103.245.095,00 25,04%
Asisten Deputi Bidang Kepariwisataan,
Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Rp 387.672.000,00 Rp 73.776.196,00 19,03%
Maritim
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Rp 8.150.932.000,00 | Rp 4.536.054.734,00 55,65%
AR LI L CIE Rp 2.983.633.000,00 | Rp 2.716.698.407,00 91,05%
Penyelenggaraan Persidangan
AR U LT L I LG LY Rp 2.189.488.000,00 |  Rp 501.098.025,00 22,89%
Persidangan
AT S LI G A LT Rp 1.400.000.000,00 |  Rp538.168.720,00 |  38,44%
Terjemahan
Asisten Deputi Bidang Hubungan 0
Kemasyarakatan dan Protokol Rp 1.577.811.000,00 Rp 780.089.582,00 49,44%
Deputi Bidang Administrasi Rp 224.436.772.000,00 | Rp 89.155.474.187,00 39,72%
Biro Perencanaan dan Keuangan Rp 1.260.903.000,00 Rp 433.932.600,00 34,41%
£ L LAEIES NI2E C e Rp 1.053.479.000,00 Rp 196.090.349,00 18,61%
Reformasi Birokrasi
ENTD S LA METITER) Rp 172.216.436.000,00 | Rp 72.689.290.741,00 42,21%
Organisasi, dan Tata Laksana
Biro Umum Rp 49.905.954.000,00 Rp 15.836.160.497,00 31,73%
Inspektorat Rp 386.181.000,00 Rp 92.503.000,00 23,95%
Pusat Data dan Teknologi Informasi Rp 4.552.387.000,00 Rp 185.176.060,00 4,07%
Staf Khusus Sekretaris Kabinet dan o
Staf Ahli Sekretaris Kabinet Rp 835.701.000,00 Rp 199.877.140,00 23,92%
Staf Khusus Presiden, Staf Khusus
LRI FCER N, BUTERTD D Rp 4.434.319.000,00 |  Rp 483.278.567,00 13,15%
Presiden, dan Dana Operasional
Seskab dan UKP
TOTAL Rp 250.941.188.000,00 Rp 96.198.190.082,00 38,33%
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Rincian anggaran per sasaran dalamPerjanjian Kinerja Selretariat Kabinet Sermester 1 Tahun 2020:

SASARAN
SerELMRevisl  REALSASL  pelenioan
UNIT KERJA

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS Rp.226.964.641.000,00 Rp.89.033.030.387,00
LAINNYA SEKRETARIAT KABINET

PROGRAM DUKUNGAN PENGELOLAAN
MANAJEMEN KABINET KEPADA Rp 16.295.828.000,00 Rp.6.081.881.128,00 37,32%
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Terwujudnya Rekomendasi

Kabiiakan yang Bt kualitas Rp 8.144.896.000,00 Rp 1.545.826.394,00 18.98%
2 BT (A R [T (5 Rp 2.342.015.000,00 Rp 346.929.357,00 14,81%
Keamanan

Deputi Bidang Perekonomian Rp 2.002.718.000,00 Rp 371.694.697,00 18,56%
2Pl BRI RS CE e b SR Rp 1.459.590.000,00 Rp 159.089.649,00 10,90%
dan Kebudayaan

Deputi Bidang Kemaritiman Rp 2.340.573.000,00 Rp 668.112.691,00 28,54%

Terwujudnya Pengelolaan

Persidangan Kabinet yang Rp 8.150.932.000,00 Rp 4.536.054.734,00 55,65%
Berkualitas

Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Rp 8.150.932.000,00 Rp 4.536.054.734,00 55,65%

Keterangan:
Surrber data berasal dari Realisasi Anggaran per Pengeldla Kegiatan per Kegiatan Periode sd. 30 Juni 2020 berdasarkan SP2Dpada SistemKeuangan
Qs
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JUMLAH
NO. NAMA DIKLAT PESERTA WAKTU LOKASI
Januari
Singapore Cooperation Programme on Social 6 s.d. 10 Januari .
1 Cohesion and Racial Harmony 1 2020 Singapura
Februari
) iienr?’lnar Keuangan “Keuangan di Era Jajan Masa 135 19-Feb-2020 Jakarta
Maret
3 | Pelatihan Bendahara Pengeluaran APBN 6 1 s.d.2(7)zl\élaret Bogor
April
Online Seminar Sharing Session (WFH - New Way of Jakarta
4 Work) 4 28-Apr-2020 (Webinar)
Mei
Online Seminar Sharing Session (New Way in Jakarta
4 -May-202
> Measuring Employee Productivity & Performance) 05-May-2020 (Webinar)
ITD Online Sharing Session - Leading With Empathy Malaysia
6 During This Pandemic > 07-May-2020 (Webinar)
30 Mei s.d. 30 Juni Jakarta
7 | Google Cloud 12 2020 (Webinar)
Juni
2 s.d. 15 Juni 2020 Jakarta (E-
8 | Diklat Auditor 1 dan 22 Junis.d. 8 Learning) dan
Juli 2020 Tatap Muka
. . . 10 s.d. 23 Juni Jakarta (E-
9 | Service Communication for Better Understanding 4 2020 Learning)
. . 17 s.d. 18 Juni Jakarta
10 | Facing The Challenge Take The Opportunity 5 5020 (Webinar)
Konstruksi Kewirausahaan Sosial Sebagai Inovasi Jakarta
11 Penciptaan Kerja di Era New Normal 2 20-Jun-20 (Webinar)
. . . 29 Juni s.d. 3 Juli Jakarta (E-
12 | Digital Learning Manajemen Keuangan Negara 7 2020 Learning)
Situasi Keamanan Laut Cina Selatan Ditengah Jakarta
13 | Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Politik Hukum 1 18-Jun-20 .
(Webinar)

Internasional Serta Sikap Indonesia
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DAFTAR PENERIMA BEASISWA

PROGRAM PASCASARJANA (S2 dan S3) LUAR NEGERI

NO.

NAMA, NIP

Sofyan Apendi, S.H.
NIP. 198109252008011011

JABATAN

Kepala Subbidang Kesehatan
pada Bidang Kesehatan,
Kependudukan dan Keluarga
Berencana, Asisten Deputi
Bidang Agama, Kesehatan,
Pemuda, dan Olahraga, Deputi
Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan

PROGRAM STUDI,
UNIVERSITAS

Imu Hukum

MASA
PERKULIAHAN

2019-2021

Meriyanti, S.E.
NIP. 198709152010122004

Analis Laporan Akuntabilitas
Kinerja pada Subbagian
Pemantauan dan Evaluasi ll,
Bagian Pemantauan dan Evaluasi,
Biro Perencanaan dan Keuangan,
Deputi Bidang Administrasi

Manajemen
Perencanaan dan
Kebijakan Publik
(MPKP)

2019-2021

Johan Kurniawan, S.Sos.
NIP. 198706012015021001

Kepala Subbagian Tata Usaha
Deputi Bidang Administrasi pada
Bagian Tata Usaha, Biro
Akuntabilitas Kinerja dan
Reformasi Birokrasi, Deputi
Bidang Administrasi

Administrasi
Kebijakan Publik

2019-2021

Riono Widjayanto, S.AP.
NIP. 198503152006041004

Analis Kinerja pada Subbagian
Pengelolaan Data Kinerja, Bagian
Akuntabilitas Kinerja, Biro
Akuntabilitas Kinerja dan
Reformasi Birokrasi, Deputi
Bidang Administrasi

Administrasi
Kebijakan Publik

2019-2021

Nurati, S.IP.
NIP. 198905032014022001

Kepala Subbagian Perencanaan
dan Informasi Kepegawaian pada
Bagian Kepegawaian, Biro
Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Tata Laksana,
Deputi Bidang Administrasi

Administrasi dan
Kebijakan PSDM
Sektor Publik

2019-2021

Indra Irmawan, S.Kom.
NIP. 198801032010121005

Analis Kesejahteraan Sumber
Daya Manusia Aparatur pada
Subbagian Kesejahteraan, Bagian
Kepegawaian, Biro Sumber Daya
Manusia, Organisasi, dan Tata
Laksana, Deputi Bidang
Administrasi

E-Government

2019-2021
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KEGIATAN

Kedeputian Bdang
1 | Politik Hikum dan

Keamanan

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara anggata Gerakan Non Bok (G\B yang
dipinpin Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, Presiden Sdang Uhum PBB ke-74 Tijjani
Muhanmed Bande, Orjen WHD Tedros Adhanom Ketua Komisi Uhi Afrika Mousa Faki
Mahamat. KIT juga dihadid oleh beberapa perminmin negara-negara anggota G\B yang
lain

Rapat Koordinasi Penyusunan Narasi Laporan 100 Hari Kerja Kabinet Indonesia Maju

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2017 tentang Manajermen Pegawai Negeri Sipil.

Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri Merrbahas Rancangan Uhdang-
Lhdang tentang Daerah Kepulauan

Rapat Koordinasi Nasional persiapan keikutsertaan Indonesia pada KIT ke-36 Asean VA
telekonferensi videa

2 | Kedeputian Bidang
Perekonamian

Pertemuan terkait pemaparan konsep perizinan berusaha berbasis risiko yang
disanpaikan oleh Cesar Cordova sebagai pakar intermasional RBA dalam rangka
persiapan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang NSPK Perizinan Berusaha Berbasis
Risikg pada tanggal 20 Februari 2020.

Wehinar Redesain strategi bisnis logistik dalamadaptasi kondisi AewAormal
Penyelenggara Kementerian Koordinator Bdang Perekonomian bekerja sama dengan
TruckMhgz pada tanggal 23 Juni 2020,

Wehinar Srategi Pengenrbangan Produk UMM berorientasi ekspor melalui standardisasi
dan sertifikasi global
Penyelenggara: Kemmenterian Koperasi dan UKM

Wehinar Strategi Pengerrbangan Bdang Usaha Alat Kesehatan dan perbekalan kesehatan
rumeh tangga bagi KIKM

Penyelenggara: Kemmenterian Koperasi dan UKM

Wehinar #uangkitaTalk, UMM penopang pemulihan Bkonomi
Penyelenggara Kemmenterian  Keuangan dan Kementerian Koperasi dan KM

Talkshowdalam rangka menperingati Hari Konsumen Nasional "Perlindungan Konsumen
Balanja (hlinedi Masa Covid-19".

Oskusi Mirtual Wako Conference Kelonpok Kerja Dewan Ketahanan Pangan dengan tema
“Penguatan Sistem Logistik Pangan Nasional” yang diadakan deh Badan Ketahanman
Pangan Kementerian Pertanian, Kanis; 11 Juni 2020.

Virtual Semrinar "Strategi Memenangkan Pertenpuran Tinjauan Sosial-Bkononi dalam
Penanganan dan Pasca Pandemi (5 Perspektif dengan Pendekatan Inter dan Trans
Disiplin), diselenggarakan pada tanggal 15 April 2020 deh Kantor Wakil Rektor Riset dan
Inovasi bekerjasama dengan Dewan Profesor Lhiversitas Padjajaran.

FAD Vicon "Meraup Lhtung Bsnis Pangan Petani Mlenial di Tengah Pandeni Covid-19",
diselenggarakan dleh Badan Penyuluhan dan Pengenrbangan SOM Pertanian, Kementerian
Pertanian pada tanggal 22 April 2020.

Webinar "Korporasi  Pertanian  Maju, Modem, dan Mandin  (Ogital  flarming),
diselenggarakan oleh Orjen PSP Kementerian Pertanian dan Perhinpunan Teknik
Pertanian Indonesia (PERTETA) pada tanggal 20 Mei 2020.

Webinar "Informmasi Geospasial Lahan Baku Saweh dan Kedaulatan Pangan di Bra New
Normral, diselenggarakan oleh Badan Informmasi Gospasial pada tanggal 9 Juni 2020.
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KEGATAN

Webinar "Peran Koperasi Pertanian sebagai Wadah Peningkatan Produksi, Kesejahteraan
dan Daya Tawar Petani pada Masa Covid-19 dan Pasca Covid-19 terhadap Ketahanan
Pangan di Indonesia”, diselenggarakan deh Konisi Pangan PRl Dunia bersama dengan
Agriterra pada tanggal 10 Juni 2020.

Saga Multilateral (Webinar Series) Bp. 5 Ailding New and Better Normal: SIGs in the Fost
Pandemic, diselenggarkan oleh Kermenterian Luar Negeri pada tanggal 28 Mei 2020.

Saga Multilateral Webinar Series
Episode 7: ADAPTING TO A NBW NORMAL: INDONESIAS POST-PANCEMIC MULTILATERAL
OA.OMACY, diselenggarakan oleh Kermenterian Luar Negeri pada tanggal 11 Juni 2020.

Webinar Series Asld Back Better: Pemulihan Bkonomi dan Sosial Pasca Covid-19 Melalui
Perrbangunan Rendah Karbon, diselenggarakan oleh Kemmenterian PPNBappenas pada
tanggal 28 mei 2020.

Wokshgp Penyelamatan Danau Prioritas Nasional diselenggarakan  Kemrenterian
PPNBappenas tanggal 20 Februari 2020.

Kedeputian Bdang
Perrbangunan
Manusia dan
Kebudayaan

Seminar tentang Strategi Memenangkan Pertenpuran: Tinjauan Sosial-Bconomi dalam
Penanganan dan Pasca Pandemi
Pada Raby, 15 April 2020 / PWl. 13.00 - 15.00 WB Penyelenggara: Uhiversitas Padjajaran

Oiskusi daring bertena Meniti Jalan Riset Penangkal Corona
Pada Kais, 23 April 2020 / Pl 09.00 WB- selesai

Penyelenggara: detikcom

Webinar bertema Melindungi Tenaga Kesehatan dari Resiko Penularan Covid-19 dengan
Robat RAISA
Pada Karris, 14 Mei 2020 / PKL. 09.00 - 12.00 WB Penyelenggara: Kenistek/BRIN

Webinar Nasiomal tertang Sumbangsih Pemikiran Organisasi Profess IPTEK dalam
Penanggulangan dan Permulihan Pasca Covid-19.
Pada Kamis; 14 Mei 2020 / PL. 13.00 - 15.00 WB

Penyelenggara Nyanpooz

Wehinar tentang Teknologi dan Inovasi Indonesia Hadapi Covid-19
Pada Selasa, 19 Mei 2020/ P4 10.00 - 1200 WB
Penyelenggara: Lenrbaga Ilnu Pengetahuan Indonesia

Webinar berterma Kebangkitan Inovasi Indonesia
dengan Peluncuran Produk Inovasi Covid-19. Raby, 20 Mei 2020 / PKL. 11.00 WB - selesai
Penyelenggara: Kemenristek/BRIN

Webinar Nasional berterma Regulasi dan Riset Plasma Konvalesen
Senin, 22 Juni 2020 / PW. 13,00 - 15.00 WB Penyelenggara: Balithangkes, Kemenkes.

Webinar berterma Brakrasi di Bra Disrupsi dan Tatanan Normral Baru Mewujudkan Sistem
Kerja dan Manajermen SOMyang Hektif, Hisien, Transparan, dan Akuntabel Barbasis IT.
Pada Senin, 22 Juni 2020 / PKL. 14.00 - 16.00 WBPenyelenggara: Kementerian PAN-RB

Webinar “Pendidikan Anak Usia Oni (PALD: Membangun Generasi Bvas Indonesia’,
DOiselenggarakan oleh Bappenas pada tanggal 6 Mei 2020.

Webinar “Masa Depan Pendidikan Pasca Covid-19",

Diselenggarakan oeh Augressive Damocracy Watch (Prodewa) pada tanggal 29 April
2020.
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KEGATAN

Webinar “Reformasi Pendidikan Nasional”
Oselenggarakan oleh Kemrenterian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan
Media Indonesia pada tanggal 5 Mei 2020.

Webinar “Covid-19: Atucational Response Pilicy
DOiselenggarakan oleh UNESCO pada tanggal 2 Juni 2020.

Webinar “Penguatan Link and Match Pendidikan Vokasi dan Industri di Ba New Normal”
Diselenggarakan oleh Badan Pengerrbangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian
Perindustrian pada tanggal 6 Juni 2020.

4 | Kedeputian Bdang
Kermaritiman

Webinar Nasional Optinelisasi Investasi Pasca Perda RAAP3Ktanggal 10 Juni 2020.

Webinar diversitas, endemisitas dan Kesehatan ekosistem dalam penbangunan
berkelanjutan pada tanggal 16 juni 2020.

Webinar dengan tema "Stuasi Keammanan Laut Gna Selatan Ditengah Panderm COMD-19
dalam Perspeldif Palitik HikumInternasional serta Skap Indonesia” yang
diselenggarakan dleh Asosiasi Profesor Indonesia pada Kais; 18 Juni 2020.

Oialog Publik Konektivitas Menbangun Bangsa "Kolaborasi Lhtuk Adaptasi Kebiasaan Baru
Seldar Transportasi” yang diselenggarakan deh Kemmenterian Perhubungan pada Minggu
12 Juni 2020.




Lampiran 6 Jumlah Aset Komputer Semester 1 Tahun 2020

3.10.01 Komputer Unit Unit
_ Local Area Network (LAN) Unit 12 12 0
_ PC. Workstation Unit 3 3 0
_ Komputer Jaringan Lainnya Unit 9 9 0 0 0
_ P.C Unit Unit 628 628 0 75 75
_ Lap Top Unit 139 81 0 0 0
_ Note Book Unit 48 48 0 0 0
_ Tablet P.C Unit 17 17 0 0 0
_ Personal Komputer Lainnya Unit 1 1 0 0 0
3.10.02 Peralatan Komputer Unit
_ Storage Modul Disk Unit 0 0 0
_ Console Unit Unit 0 0 0
_ Serial Printer Unit 1 1 0 0 0
_ Hard Disk Unit 18 18 0 0 0
_ Data Patch Panel Unit 6 6 0 0 0
_ Panaboard Unit 0 0 0 0 0
- CPU (Peralatan Mini Unit 5 5 0 0 0
Komputer)
- CPU (Peralatan Personal Unit 24 23 0 1 1
Komputer)
_ Monitor Unit 29 27 0 2 2
_ Printer Unit 482 481 0 1 1
_ Scanner Unit 53 53 0 0 0
_ External CD/ DVD Drive (rom)  Unit 1 1 0 0 0
_ External /Portable Hard disk Unit 80 80 0 0 0
- Peralatan Personal Komputer ~ Unit 13 13 0 0 0
Lainnya
_ Server Unit 20 18 0 2 2
_ Router Unit 5 5 0 0 0
_ Hub Unit 20 7 0 13 13
_ Modem Unit 2 2 0 0 0
_ Rack Modem Unit 1 1 0 0 0
_ Firewall Unit 4 4 0 0 0
_ Wireless Access Point Unit 0 0 0 0 0
_ Switch Unit 38 28 0 10 10
_ Acces Point Unit 19 19 0 0 0
_ Network Cable Tester Unit 1 0 0 1 1
_ Peralatan Jaringan Lainnya Unit 5 5 0 0 0
_ Peralatan Komputer Lainnya Unit 1 1 0 0 0 Audio to Text




Lampiran 7 Penilaian Reformasi Birokrasi Sekretariat
Kabinet Tahun 2019

KOMPONEN 2018 2019
PENGUNGAT 4].46 4835
Manajemen Perubahan 414 415
Penataan Peraturan Perundang-undangan 396 412
Penataan dan Penguatan Organisasi 5.08 529
Penataan Tatalaksana 375 388
Penataan SistemMangjermen SM 13.44 1345
Penguatan Akuntabilitas 448 451
Penguatan Pengawasan 763 797
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 498 498
HASL 3264 329
Nlai Akuntabilitas Kinerja 9.61 9.95
Survei Internal Integritas Organisasi 5.48 5.16
Survei Besternal Persepsi Korupsi 6.09 6.20
Opini BPK 3.00 3.00
Survei Bdernal Pelayanan Publik 845 860

a
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Laporan Menko Bdang Polhukam terkait
Penyanpaian Uaya Kementerian/Lembaga
dalam Penanganan Pemulihan Korban
Peristiwa Talangsari 1989, Lanpung

a Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan HAM bagi
seluruh bangsa Indonesia. Penanganan dugaan pelanggaran HAM yang berat
perlu diselesaikan dengan menperioritaskan upaya rekonsilias dan
permulihan hak korbarykeluarga karban

h. Setkab mengapresiasi upaya perrulihan hak-hak karbarykeluarga korban
peristiva Talangsari dan mendorong Tim Terpadu segera menindaklanjuti
penyelesaian dugaan pelanggaran HMM berat lainnya dengan menjadikan
penanganan peristina Talangsari sebagai salah satu bahan referensi.

c. Setkab akan mendukung dan mengawal proses permbentukan RIWKKR yang
merupakan terobosan efektif untuk menunjukan keseriusan dan komitrmen
pemerintah  memberikan payung hukum dalam penyelesaian dugaan

pelanggaran HAMyang berat.

Permasalahan Lahan Warga Masyarakat
Desa O Katupa, Kecamatan Tamborg,
Kabuoaten Brg, Nisa Tenggara Barat
dengan PT Sanggar Agro Karya Persada

Presiden menerima surat dari Ketua Lenrbaga Adat Syariat Donggo (Lasdo)
Kabupaten B, Provins Nsa Tenggara Barat, menohon penyelesaian
sengketa lahan antara pemukiman dan perkebunan warga Desa G Katupa
dengan wilayah permanfaatan Hak Guna Usahan milik PT Sanggar Agro Karya
Persada. Perda amupun masyarakat Desa G Katupa masih merasa belum
mendapatkan keadilan

Perrbangunan Ibu Kota Negara Baru

Penyanpaian Arahan  Presiden terkait | Sehubungan surat Dewan Finpinan Pusat Partai Persatuan perbangunan

Usulan Narra Duta Besar kepada Presiden nomor: 2524/PBMDPPN/2020 tanggal 15 Mei 2020 hal
Usulan Narma Duta Besar R

Penyelenggaraan  Kearsigpan  pada | Sehubungan dengan surat Nomor: T-HM03.01/11/2020 tanggal 15 Januari 2020

yang menyanpaikan permohonan untuk beraudiensi dengan Presiden guna
menrbahas percepatan pelaksanaan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Hektronik, penyelamatan dan pelestarian
arsip negara pada lingkungan kepresidenan dan kementerian/lerrbaga yang
akan pindah ke ibukata negara bary, serta penbentukan Perpres tentang
Arsip Kepresidenan Audiensi tersebut dipandang dapat dilakukan melalu
koordinas dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Brakrasi sedangkan Perpres dapat dilakukan deh Arsip Nasional
Rl sesuai kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan

Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait
Perrbangunan Lermbaga Permasyarakatan

Menidaklanjuti arahan Presiden yang disanypaikan dalam beberapa kali rapat
terbatas terkait dengan penbangunan Lermbaga Pemasyarakatan, Seleetariat
Kabinet telah melaksanakan rapat koardinasi yang dihadiri deh perwakilan
dari Oreldorat Jenderal Pemasyarakatan, Bro Perencanaan Kementerian
Hkum dan HAM DOrektorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan
Deputi Bdang Koordinasi Hikum dan HAM Kementerian Koordinator Hidang
Palitik, Hkum dan Keamanan pada 4 Maret 2020 di Sekretariat Kabinet.
Orektorat Jenderal Pemasyarakatan telah melakukan langkah-langkah
penanganan guna menindaldanjuti arahan presiden terkait permesalahan
lembaga pemasyarakatan [Orekiorat Jenderal Pemasyarakatan telah
melakukan penangan yang cukup memedai namun nanpaknya  belum
sepenuhnya melaksanakan arahan presiden seperti masalah overkapasitas
lapas yang masih terjadi di daerah-daerah, perrbenahan manajemen lapas,
pemabangunan lima lapas di Pulau Nusakanbangan, serta penrbangunan
lapas khusus narkatika dan terarisme yang belum dilaksanakan Kementerian
Hikumndan H\M

Penyanpaian Aahan Presiden atas

Sehubungan dengan surat Selrretaris Jenderal PEB tanggal 27 April 2020
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Permohonan Fasilitas Bantuan
Kemanusiaan PBB dalam Rangka Covid 19
Global Himanitarian Response Plan

perihal Pernohonan Fasiltasi Bantuan Kemenusiaan dalam Rnagka OOMD-19
Global Humanitarian Response Flan, bersama ini disanrpaikan bahwa Presiden
menmberikan disposis tertulis kepada Menteri Luar Negei R untuk
menindaklanjuti  permohonan  dimeksud  Adapun  bentuk  permohonan
dukungan kermudahan fasilitas bantuan kemenusiaan PEB yakni meliputi izin
melintas dan mendarat serta fasilitasi bea cukai bagi pesawet, izin imgrasi
dan bea cukai bagi kru pesawet termesuk pengirimen suku cadang,
keringanan prosedur karantina bagi personil kemanusiaan, fasilitasu layanan
aerodrome serta ground handling penunpang dan kargo pesawat bantuan
kemanusiaan, serta fasilitasi prosedur bea cukai bagi peralatan kesehatan

Penyanpaian Arahan Presiden R tentang
Permohonan Peralihan Peruntukan Bantuan
Dana Hbah Kepada Perrerintah Nauru

Merujuk Surat Menteri Luar Negeri Noor: 215/0M/06/2020/09/01 tanggal 5
Juni 2020 kepada Presiden R perihal Permohonan Peralihan Peruntukan
Bantuan Dana Hbah kepada Pererintah Naury, disanpaikan bahwa Presiden
telah memrberikan arahan tertulis ‘tindaklanjuti sesuai aturan’.Sehubungan
dengan hal tersebut, Menlu dan Menkeu dapat berkoordinas untuk
menindaklajuti arahan Presiden sesuai peraturan perundang-undagan yang
berlaky, agar peralihan peruntukan dana bantuan hibah Pemerintah
Indonesia kepada Pemerintah Nauru yang semula untuk pervbelian kapal
tongkang dan tug boat menjadi perbelian kapal pendarat (landing craft)
dapat direalisasikan

Rencana Pembangunan Markas Komando
Gabungan Wlayah Pertahanan dan Paraf
Persetujuan atas Rancnagan Keputusan
Presiden

Sehubungan dengan surat Panglima TN nomor: BA355-08/01/205/Sru tanggal
30 Maret 2020 kepada Presiden perihal Permohonan lzin Perrbanguna
Gedung Makgabwilhan |, I, dan lll dan Perrindahan Kedudukkan Makogabwilhan
l, Il, dan Il disanpaikan bahwa perrbangunan Mekogabwilhan masih
memerlukan kelengkapan dan penyesuaian data dukung, terkait pernnohonan
penetapan Keputusan Presiden sebagai dasar hukum perrindahan kededukan
Kogabwilhan |, II, dan lll, telah disiapkan naskah asli Rancangan Keputusan
Presiden

Permohonan Paraf Persetujuan Rancangan
Instruksi Presiden

Melaksanakan Arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tentang Penanganan
Kebakaran Hitan dan Lahan di Provinsi Riau pada tanggal 16 Septermrber 2019
di Pekanbaru yang salah satunya menginstruksikan untuk menrevisi Instruksi
Presiden Normor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran
Huitan dan Lahan

Tindak Lanjut Rencama Aksi Perbaikan
Kemudahan Berusaha 2021 pada Indikator
Dealing with Construction Perits

Merekomendasikan agar "Melakukan revis atas Peraturan Menteri PURR
Nomor 5 Tahun 2016 tentang IZin Mendirikan Bangunan Gedung, dengan
pertinbangan sebagai berikut:

1. Persyaratan Keterangan Rencana Kota (KRK tidak dibebankan kepada
Pelaku Usaha

2 paya pengelolaan dan pemmantauan lingkungan hidup tidak perlu diatur
sebagai persyaratan IMB

3. Penegasan bahwa penelitian tanah bulkan merupakan prosedur.”

Tindak Lanjut Rencana Aksi Perbaikan
Kemudahan Barusaha 2021 pada Indikator

Registering Property

Merekomendasikan agar melakukan revis atas Peraturan Menteri ATR/EPN
Norror 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Heldronik,
terutama pada Pasal 1, 4, dan 15, dengan pertinbangan perreriksaan
sertifikat oleh Pejabat Perbuat Akta Tanah (PPAT) merupakan tanggung
jawab profesi.

Tindak Lanjut Rencana Aksi Perbaikan
Kemudahan Barusaha 2021 pada Indikator

Merekomendasikan  agar nelakukan revisi atas Peraturan  Menteri
Perhubungan Nomor 120 Tahun 2017 tentang Pelayanan Pengirinan Pesanan




Lampiran 8 Beberapa

Rekomendasi Kebijakan Yang

Dihasilkan Semester 1 Tahun 2020

REKOMBNDAS

Trading Across Border

Secara Hektronik (DO Online), dan Peraturan Menteri Perhubungan Nonor 121
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nommor
72 Tahun 2017 tentang Jenis Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan
Tarif Jasa Kepelabuhanan

Permohonan  Penandatanganan Surat
Keputusan Bersame (KB tentang
Pelaksanaan Inpor Lirbah Non Bshan
Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku
Industri

a) B pada pokoknya dimeksudkan untuk menjadi  pedomen  bagi
pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan inpor limrbah non Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai Bahan Baku Industri;

b) Lhtuk mengurangi ketergantungan inpar terhadap linbah non B3 sebagai
bahan baku industri, Kementerian/lembaga agar segera merbangun
pengelolaan sanpah guna menrenuhi kebutuhan bahan baku industri dari
dalam negeri, sehingga untuk selanjutnya, secara bertahap mendarong
pelaku usaha dalam negeri untuk memenfaatkannya sebagai pengganti
bahan baku inpor;

c) Pengaturan teknis termasuk persyaratan inpor limbah non B3 schagai
bahan baku industri, agar merujuk dan mengikuti aturan dan ketentuan serta
standar yang berlaku secara intermasional;

d) Penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan inpor linbah non B3
sebagai bahan baku industri, agar dapat dilakukan secara terkoordinas
antarkermenterian/lerrbaga terkait sesuai peraturan perundang-undangany

€) Kiranya Menteri dan Kepala Polri dalam pelaksanaan SKB 1) menyiapkan
peta jalan sebagai tindak lanjut pelaksanaan SKB dengan mengutamekan
dan mengedepankan langkah-langkah permenuhan penyediaan kebutuhan
bahan baku industri dari dalam negeri; 2) Satuan Tugas yang dibentuk
berdasarkan S4B ini, agar selain bertugas melakukan pengawasan inpor
linbah non B3, juga menyelesaikan permasalahan inpor- linhah non B3 yang
ada saat ini. Selanjutnya, dalam penyusunan prosedur standar gperasi untuk
pelaksanaan SKB ini, termesuk dalam melakukan tugas penyelesaian
permasalahan inpor limbah non B3 yang ada, Satuan Tugas mengacu pada
peraturan perundang-undangan dan ketentuan serta standar yang berlaku
secara intermasional.”

Permnohonan Perrbentukan Tim Percepatan
Pengenrban sin Covid-19

1. Percepatan penanganan pandemi Covid-19 salah satunya dapat diwijudkan
dengan mengermbangkan vaksin Covid- 19 yang teruji keamanan, khasiat, dan
kualitasnya serta memenuhi syarat pre-kwalifikas dari World Health
Organization (WH). Pengalaman keberhasilan Indo nesia menproduksi
vaksin palio aral dan mengekspamya ke berbagai negarg, diharapkan manpu
menjadi nodalitas untuk menproduksi vaksin Covid-19 sendiri dengan
nmengerahkan segala sunber daya yang dimiliki.

2 Dalam kondisi normal, pengenrbangan vaksin memerlukan waktu yang
cukup lama hingga Llebih dari 1 tahun Nanmun, dalamkondisi pander Covid-
19 sebagaimena yang terjadi saat ini, diperlukan strategi khusus untuk
menpercepat pengerrbangan dan pengadaan vaksin Covid-19 yakni dengan
menrbentuk TimNasional Pengenrbangan dan Pengadaan Vaksin Covid-19.

4. Agar konsdlidasi kekuatan terwujud dalam Tim Nasional dimeksud, perlu
melibatkan Kementerian/Lembaga lain yakni Kementerian Perencanaan
Perrbangunan  Nasional/Badan  Perencanaan  Perrbangunan  Nasional,
Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana.

5. Dalam surat Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN dimeksud belum
mencanturkan infommasi apakah Tim Nasiomal tersebut hanya akan
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ditugaskan untuk segera menyediakan vaksin Covid-19 saja atau diarahkan
untuk pengerrbangan vaksin lainnya dalamjangka panjang

6. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mendorong
pengenrbangan dan pengadaan vaksin Covid-19 sekaligus menindaklanjuti
arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 4 Juni 2020 untuk segera
membentuk TimNasional, kam memandang bahwa usulan permbentukan Tim
Nasional Pengenrbangan dan Pengadaan Vaksin Covid-19 perlu dibahas
terlebih dahulu dengan Kementeriarylenbaga terkait guna mendapatkan
masukan sekaligus mengakselerasi hal-hal yang sekiranya perlu segera
diwgudkan, termasuk aspek legalitas Tim Nasional, sehingga target
pengadaan vaksin pada akhir tahun 2020 dapat segera terpenuhi

Rancangan Keputusan Presiden tentang
Panitia Nasional Penyelenggaraan Hala
Dunia AFA U-20 (AFAU-20 World Qup) Tahun
2021

1. Usulan perubahan kedudukan Menteri Permuda dan Olahraga dalam Panitia
Nasional Penyelenggaraan AFA U-20 World Qup Tahun 2021 harus sejalan
dengan Peratuan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007  tentang

penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga yang telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020, statuta AFA dan Hbsting

Agreement yang disepakati antara AFA dan PSS.

2 Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Perrerintah Noror 17
Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga
(Peraturan Perrerintah Nomor 17 Tahun 2007) bahwa penyelenggaraan
kejuaraan olahraga internasional single event nmenjadi tanggung jawab induk
organisasi cabang dlahraga

3. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Perrerintah Nomor 17 Tahun 2007
menekankan bahwa permerintah, pemerintah provins dan pemrerintah daerah
berkewajiban menfasilitasi penyelenggaraan dineksud Dalam hal ini,
pemerintah telah nenberikan fasilitas berupa pervberian Government
Declaration dari Presiden, Government Guarantee yang dikeluarkan dleh
Kementerian/Lenbaga, serta fasilitas dalam bentuk perrbangunan daryatau
rehabilitas infrastruktur utama dan penunjang yang disesuaikan dengan
standar penyelengggaraan Fiala Dunia yang ditetapkan oleh AFA

4, Dalam Pasal 26 Hbsting Agreement antara AFA dan PSS, terdapat
ketentuan yang dapat ditafsirkan bahwa PSS dapat mermbentuk sendini atau
menunjuk pihak lain sebagai penyelenggara AFA U-20 World Cup Tahun 2021
dengan membentuk Local Organizing Comittee (LOC) dengan persetujuan
tertulis dari AFA Ketentuan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menbentuk
LOG/Panitia Nasional dengan Menpora sebagai Ketua Pelaksana

5. Usulan Menteri Pemuda dan Olahraga untuk menjadi Ketua Pelaksana
penyelenggaraan AFA U-20 World Qup Tahun 2021 dapat dilakukan sebagai
bentuk tindak lanjut atas fadlitas Pemerintah guna  menjamin
penyelenggaraan ARA U-20 World Cup Tahun 2021 dapat berjalan dengan baik
dan tetap sejalan dengan Hosting Agreement yang disepakati PSS da AFA

6. Pada Rapat Terbatas tanggal 17 Januari 2020, Presiden telah menrberikan
arahan agar segera menyiapkan R-Keppres terkait kepanitiaan AFA U-20
World Qup Tahun 2021 dan R-Inpres terkait dukungan Kementerian/Lenmbaga
guna kesuksesan AFA U-20 World Qup Tahun 2021.

7. Selaras dengan hal tersebut, kami memandang perlu segera dilakukan
rapat koordinasi finalisasi R-Keppres dimaksud, mengingat nasih banyak hal
teknis yang perlu disiapkan dan dasar hukum yang jelas dalam
menpersiapkan penyelenggaraan AFA U-20 World Oup Tahun 2021, di tengah
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pandemi Covid-19 dan sisa wakiu penyelenggaraan yang semakin dekat.
Percepatan Penanganan Darpak Pandemi | 1, Tanpa mengabaikan daerah-daerah yang lain, dengan menfokuskan

perhatian dan surber daya pada daerah-daerah yang menmasud fase
eksponensial tinggi dan meniliki angka reproduksi (RO) di atas 1, khususnya
Provinsi Jawa Timur dan DK Jakarta, akan berpengaruh signifikan dalam
menurunkan jumlah kasus positif Covid-19 secara nasional.

2 Segala basis data dan informasi yang dijadikan dasar dalam penganhilan
keputusan penanganan Covid-19 baik di tingkat pusat maupun daerah perlu
diintegrasikan dalam wehsite resm Covidl9.gaid dengan user interface dan
interoperabilitas yang lebih baik sehingga mudah diakses oleh berbagai
stakehalder termmasuk masyarakat.

3. Mengingat setiap daerah memiliki kapasitas pengujian dan layanan
kesehatan yang cukup variatif, perlu segera meningkatkan kapasitas di dua
seldor tersebut sehingga diperdeh ganbaran yang jelas kondisi saat ini,
strategi apa yang perlu segera diterapkan, seberapa banyak surber daya
yang perlu segera dikerahkan

4 Karakteristik denografi di daerah-daerah tersebut cukup bervarias
sehingga diperlukan dtrateg  komunikas  peningkatan  kesadaran,
kewaspadaan, dan partispas nesyarakat yang dilakukan secara
tersegmentas, jelas, sederhang, konsisten, dan mudah untuk dilakukan

5 Memantay mengevaluasi secara berkala dan apabila diperlukan
mengubah kebijakan dan protokol kesehatan di setiap selktor jika terbukti
kontraproduktif terhadap pengendalian Covid-19. Hal ini termmasuk mendarong
Perrerintah Daerah untuk menerapkan PSEB dalam skala yang diperlukan
guna menangani pengendalian Covid-19.

Cbat Avigan

Dukungan Percepatan Izin Edar BPOM untuk

1. Substansi terpenting dari surat Kepala BPOMadalah penrberian persetujuan
penggunaan obat Favipiravir (Avigan) dalam kondisi terbatas harus betul-
betul dipatuhi karena pertinbangan keamanan dan sanpai dengan saat ini
buldi efikasi dari obat tersebut masih terbatas

2 Kepala BPOM dan Menteri BUMN harus terus berkoordinasi dalam
pelaksanaan penggunaan obat Favipiravir (Avigan) tersebut.

Petrokinia

Laparan Progres Pengerrbangan Kilang dan
Program Megaproyek  Pengolahan  dan

Selqretariat Kabinet telah mengoordinasikan percepatan pengadaan tanah
GRR Tuban, dan menyanpaikan surat kepada Menteri/Pinpinan Lembaga
Terkait, Gubernur Jawa Timur dan Orut Pertanina terkait langkah-langkah
percepatan pengadaan tanah dan dukungan yang dibutuhkan. Kilang lainnya
akan segera  dikoordinaskan  upaya  percepatannya  bersama
KementerianyLerrbaga, serta Pererintah Daerah terkait.

Pelaksanean Perrbangunan Grass  Roat
Refinery (GRR) Tuban

1. Menteri ATR/Kepala BPN agar segera melakukan percepatan penerbitan
persetujuan substansi terhadap Rancangan Perda RTRWKabupaten Tuban
2 Lhtuk percepatan pengadaan tanah:
a Menteri ATR/Kepala BPN agar mendukung percepatan dalam pengadaan
tanah sestai kewenangannya, terutama percepatan penguiuran dan
penerbitan peta bidang tanah warga yang dibebaskan;
b. Menteri Dalam Negeri agar mengoordinasikan dengan Gubernur Jawa
Tinur dan Bupati Tuban guna penyelesaian tanah kas desa yang termasuk
dalamcakupan wilayah perencanaan;
¢ Gubernur Jawa Timur agar segera nenerbitkan penetapan lokasi yang
diajukan deh Pertamina sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
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guna mengakomodir perubahan cakupan rencana kegiatan;
d DOrektur Uame Pertamina agar berkoordinasi lebih intensif dengan
Pererintah Kabupaten Tuban dan Kantor Pertanahan setenrpat dalam
rangka percepatan pengukuran tanah warga.
3. Terkait dengan usulan Pertamina untuk melakukan reklanesi yang
cakupannya termasik dalam Daerah Lingkungan Kerja (OLK) Termrinal
Khusus PLTU Tanjung Awar-Anar, Menteri Koordinator Bdang Keraritinen
dan Investasi agar mengoordinasikan perrbahasannya, agar kedua kegiatan
(perrbangunan GRR Tuban dan keberlangsungan PLTU Tanjung Anar-Awar)
mendapatkan solusi yang tepat.
4, Kebutuhan lahan guna perrbangunan GRR Tuban selain lahan yang dikelola
oleh KLHK dan sebagian tanah milik warga, juga dibutuhkan lahan berupa
kawasan hutan (Perhutani). Lhtuk ity guna penyelesaian permasalahan
perubahan peruntukan kawasan hutan, diperlukan tindak lanjut:
a Gubenur Jawa Timur agar memberikan rekomendasi untuk lahan
pengganti yang telah sesuai dengan peruntukan dalam RTRW sesuai lokasi
lahan pengganti;
Menteri LHK agar segera menerbitkan persetujuan tukar menukar kawasan

hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Usulan Perrbangunan Pelabuhan Mutiguna
Penyangga Ibu Kota Negara Baru

Kemrenterian PPBappenas dan Kementerian Perhubungan mengkaji konsep
lbu Kota Negara Baru beserta infrastrudur transportasi pendukungnya,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Usulan Devan Energi Nasional (BN Terkait
Transfomasi Kendaraan BBM ke Kendaraan
Berbasis Listrik

Pengalihan penggunaan kendaraan Berbahan Bokar Mnyak (BBM) ke
Kendaraan Bermotor Listrik khususnya untuk kendaraan roda dua (sepeda
motor) lebih efektif melalu kebijakan penberian insentif fiskan dan non-
fiskal dan disinsentif fiskal, antara laint

a DOsinsentif fiskal: pengenaan cukai diberikan kepada suatu barang yang
mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap lingkungan, kesehatan, dan
lainnya, contoh polusi yang disebabkan sepeda notor BBM lebih tinggi
daripada sepeda notor listrik

b. Insentif fiskal dan non-fiskal: penbebasan PPnBM untuk sepeda notor
listrik, perrbebasan larangan pengenaan ganjil-genap, pengenaan biaya
khusus parkir, kebijakan tanda nomor khusus, serta pencantuman sepeda
motor listrik dalam Standar Baya Masukan dan e-catalog (untuk acuan
pengadaan barang dan jasa peerintah).

Pengalihan penggunaan kendaraan BBM ke KBL BB agar dilakukan secara
alamiah dengan menpertinbangkan kesiapan industri pendukung (industri
baterai dalam negeri) dan mengutamekan penggunaan kanrponen dalam
negert.

Pelaksanaan Perrbangunan dan Pencapaian
ODInstalasi ALTSa Benowo - Surabaya

Menteri Koordinator selaku Ketua Tim Koordinasi Peraturan Presiden Norror
35 Tahun 2018 tentang Percepatan Perrbangunan Instalasi Pengalah Sanmah
Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Rammeh Lingkungan, melakukan
perrbahasan penyelesaian permasalahan tersebut bersame:

1. Menteri Hikumdan HAM dan Menteri Luar Negeri, sesuai ketentuan dalam
Peraturan Menteri Hikum dan HAM Nomor 11 tahun 2020 tentang Pelarangan
Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia; dan

2 Menteri Ehergi dan Surber Daya Mneral, dan PT PLN (Persero), terkait
kemungkinan penjadwalan ulang tahapan COD PLTSa Benowo dikarenakan
keadaan kahar sesuai dengan dokuren Perjanjian Jual beli Listrik (PJB.
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Rapat Terbatas 27 Januari 2020 Mengenai
Kebijakan Pengembangan Alat Uama Sstem
Senjata (ALUTSISTA)

1. Pada Rakor di Setkab bulan Februari 2020 yang nengundang
perwakilan BUIMNindustri pertahanan (PT. PAL, PT. Dahana, PT. Pindad,
dan PT. D) Setkab telah merangkum kemanpuan dan permasalahan
tiap BUMN sebagai bahan rekomendasi untuk memrbesarkan industri
pertahanan nasional;

2 KKIP sedang menyusun RPP tentang permasaran Alpalhankam produk
Industri Pertahana dalamnegeri;

3. Sehagai tindak lanjut arahan Presiden, unsur TN, terutana TN Al
turut melakukan pengawasan di semua bandara terkait bekerja sama
dengan Palri;

4 Pererintah telah nenetapkan prosedur  pengawasan dan
melaksanakan pengawasan secara ketat terhadap warga asing yang
masik ke Indonesia, dan sudah terdapat WNA yang ditolak masuk di
Tenpat Pemeriksaan Imigrasi baik di bandara, pelabuhan laut, dan pos
lintas batas.

Rapat Terbatas 28 Februari 2020, Mengenai
Pengermbangan Pusat Data Nasional

RPermen Kominfo tentang Penyelenggara Sistem Hektronik Lingkup
Privat telah diselesaikan Kemenkominfo dan disanpaikan kepada
Presiden nmelalu  Sekretaris Kabinet. Namun  berdasarkan rapat
perrbahasannyg, pada tanggal 15 Juni 2020 RPermmen dimeksud masih
menrerlukan perbaikan dan penajanman pengaturan

Rapat Terbatas 17 Maret 2020, Mengenai Bvaluasi
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Bencana Nusa Tenggara Barat

1. B\PB ditargetkan menyelesaikan 74707 unit rumeh rusak kategori
berat, hingga kini tersisa 1.951 atau 0.86 dani target. Sedangkan
untuk rekonstruksi rumeh rusak kategori sedang tersisa 4.480 atau
1,98 dari target sebanyak 36312 wnit, dan untuk rumeh rusak
kategari ringan, tersisa 9.988 atau 4.42 % dari target 115.185 unit;

2 Rehabilitasi sosial telah melibatkan fasilitator sebanyak 2.330 orang
yang terdiri dari 1150 personil sipil, 590 personil Palri, dan 590
persinil TN. selain itu dibentuk juga 11.365 kelompok masyarakat
dalamtahap rehabilitasi maupun rekonstruks;

3. Dana Sap Pakai (0P telah disalukan untuk rehabilitas dan
rekonstruksi hunian tetap/rumeh sebesar 5,707 triliun sebanyak 608
niliar belumtersalukan

Rapat Terbatas 31 Maret 2020, Mengenai
Penanganan Arus Masuk WN dan Perrbatasan
Perlintasan WNA

Menteri Luar Negeri telah mengeluarkan edaran pelarangan  untuk
masuk dan transit bagi pendatang dari RRT, Iran, ltalia, Korea Selatan,
Vatikan, Spanydl, Prandis, Jerman, Swiss, dan Inggris. Selain itu fasilitas
bebas visa untuk sementara wakiu telah ditangguhkan deh Mnteri
Hkum dan HMM dan menpersyaratkan health certificate dan
pemyataan bersedia dikarantina selama 14 hari deh Pemrerintah
Indonesia (Permenkunham Nonor 8 Tahun 2020).

Rapat Terbatas 20 April 2020, Mengenai Laparan
TimGugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

Permohonan uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti
Uhdang-Lhdang (Perpy) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kehbijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sstem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Merbahayakan Perekonamian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan telah dicabut seiring dengan penetapan Perpu tersebut
menjadi UJ Nomor 2 Tahun 2020, Namun Pererintah (Kemenkuham)
Kermenkey, dan Kemenko Polhukam) tetap menpersiapkan diri terkait
potensi pengajuan gugatan ulang pasca penetapan Perpu menjadi UJ

Rapat Terbatas tentang Lanjutan Penbahasan
Perkenbangan Penyusunant 1. Onmibus Law Cpta
Lapangan Kerja 2 Onmibus Law Perpajakan pada

Sekretaris Kabinet dengan surat B0032/Seskaby/Bkony1/2020 tanggal 28
Januari 2020 telah nenyanpaikan arahan Presiden agar
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tanggal 15 Januari 2020 memberikan arahan
kepada Menteri/KL untuk membuat peraturan
pelaksana R Gipta Kerja

1. Kementerianylembaga secara pararel dengan penyusunan RUJ
tentang Cpta Kerja, menyiapkan dan menyusun peraturan pelaksana
dari RW tentang Gpta Kerja
2 Menteri Koordinator Hdang Perekonomian  mengoordinasikan
Kementerian/lembaga  dalam  mengidentifikas, menyiapkan dan
menyusun peraturan pelaksana dari RlUtentang Cpta Kerja

Sidang Kabinet Paripuma tanggal 11 Februari 2020
tentang Antisipasi Danpak Perekonomian Global
dan Ratas tanggal 25 Februari 2020 tentang
Lanjutan Penrbahasan Danpak Mirus Covid-19
Terhadap Perekonomian Indonesia.

Sekretaris Kabinet melalui surat nomor B008!/Seskaby/Bon/02/2020
tanggal 28 Februari 2020

Terhadap surat tersebut:

Menteri dalamnegeri telah mengeluarkan surat edaran kepada selurvh

gubernur/Bupati/Mélikota untuk melakukan percepatan realisas
belanja dalam APED

Rapat Terbatas pada tanggal 18 Maret 2020
mengenai Penataan Bkosistem Logistik Nasional.
Presiden menberikan arahan agar pinpinan
kementerian/lembaga  dapat  menindaklanjuti
penataan ekosistem logistik nasional, terutama
yang berkaitan dengan regulasi dan pengawasan

Sekretariat Kabinet dengan surat B0079/Seskaby/Bkory/02/2020 Tanggal
25 Februani 2020 kepada Menko Bdang Perekonomian, Menko Bdang
Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan,
dan Menteri Perdagangan untuk menbentuk  Aatiomal  Lagistic
Foasystam untuk menmperbaiki indikator F0LR yakni Trading Across
Brders

Sekretariat Kabinet dengan surat B0161/Seskaly/Bkony/05/2020 Tanggal
15 Mei 2020 kepada Menko Bdang Perekonomian, dan Menteri Keuangan
untuk Permohonan Paraf Persetujuan Rinpres Tentang Penataan
Bkosistem Logistik Nasional.
Inpres Nomor 5 Tahun 2020 Tanggal 16 Juni 2020.

Rapat Terbatas tanggal 27 Agustus 2019 mengenai
Penanganan Inpor Sanpah dan Limbah; Rapat
Terbatas tanggal 12 Februari 2020 mengenai
Ketersediaan Bahan Baku bagi Industri Baja dan
Besi; dan Pertemuan Intem Presiden dengan
Pelaku Usaha Industri tanggal 19 Februari 2020,
intinya Presiden menberikan arahan  untuk
merelaksas regulas terkait inpor linrbah non
bahan berbahaya dan beracun sebagai bahan baku
industri dalam rangka aebattlenecking kebijakan
pemerintah yang dianggap menghanbat dunia
usaha.

1) Sekretariat Kabinet mengoardinasikan penyusunan Surat Keputusan
Bersama (SKB Menteri Perdagangan, Menteri Lingkungan Hdup dan
Kehutanan, Menteri Perindustrian, dan Kepala Kepolisan Negara
Republik Indonesia guna menyelesaikan permasalahan inpor lirbah
non bahan berbahaya dan beracun sebagai bahan baku industri;

2) S4B tersebut telah disusun dan dibahas dalam beberapa rangkaian
perteruan pejabat tingkat Eselon | di Sekretariat Kabinet, dan terakhir
disepakati dalam pertermuan nelalu video conference pada tanggal 7
Mei 2020 yang diikuti deh Sekretaris Jenderal Kementerian
Perdagangan, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hdup dan
Kehutanan, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Oirektur
Jenderal Bea dan Qukai Kementerian Keuangan, dan Orektur Tindak
Fidana Tertentu Badan Reserse dan Krinrinal Mabes Palri;

3) Sekretariat Kabinet melalui surat nomor B159/SeskabyBon/05/2020
tanggal 12 Mei 2020, menmhon untuk penandatangan SKB dineksud
untuk penetapannya oleh Menteri Perdagangan, Menteri Lingkungan
Hdup dan Kehutanan, Menteri Perindustrian, dan Kepala Kepdlisian
Negara Republik Indonesia;

4) S4B telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Barsama Menteri
Perdagangan Nomor 482 TAHN 2020, Menteri Lingkungan Hdup dan
Kehutanan  Nomor  SZ35MINLHK/PIB3/PR3/5/2020, Menteri
Perindustrian Nomor 715 TAHIN 2020, dan Kepala Kepdlisian Negara
Republik Indonesia Nomor KB/IA/2020 tentang Pelaksanaan Impor Non
Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri, yang telah
ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2020.

5)Sekretariat Kabinet melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap
inplementasi SKBdimeksud, dan melaporkannya kepada Presiden
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Presiden setuju dengan revisi Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nommor 9 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada
Tingkat Ketelitian Peta Skala 1.50000. Menko
Hdang Perekonomian agar menyiapkan hal
tersebut.

Telah dilaksanakan Rapat Panitia Antar Kementerian untuk mermhbahas
substansi revis Peraturan Presiden Republik Indonesia Nommor 9 Tahun
2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kehijakan Satu Peta pada Tingkat
Ketelitian Peta Skala 1:50.000 pada tanggal 25 Juni 2020 dimana Deputi
Hdang Perekonomian serta Asisten Deputi Bdang Percepatan
Infrastruktur, Pengenbangan Wilayah, dan Industri termasuk dalam
Panitia Antar Kerenterian tersebut.

arahan Presiden dalam Rapat Intem terkait
Inplementasi Satu Data Indonesia pada tanggal 2
Juni 2020 dimena Menteri Keuangan, Menteri
PPNBippenas Menteri  Komunkas dan
Informetika, dan Kepala BSSN yang ditugaskan
untuk mengintegrasikan dan mengkonsolidasikan
data serta mematangkan konsep Satu Deta
Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informretika telah menyanrpaikan Rencana
Ogitalisas Nasional dimana rencana perrbangunan data center telah
sesuai dengan Arahan Presiden terkait kebijakan lainnya yaitu Satu
Data Indonesia, Kebijakan Satu Peta, dan Peta Jalan Pendidikan Tahun
2020-2035.

Rapat Terbatas tanggal 24 Maret 2020 tentang
Kebijakan Uian Nasional Tahun 2020

1. Jadwal pelaksanaan Uian Nasional berdasarkan Peraturan
Badan  Sandar Nasiomal Pendidikan Norror
0051/P/BINP/X/2019 direncanakan untuk dilaksanakan pada
bulan Maret hingga Mei 2020,

2 Sebagai tindak lanjut dari keputusan hasil Rapat Terbatas
Mendikbud telah mengeluarkan Surat Edaran kepada
Gubernur dan Bupati/Mélikata Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Kebijakan Pendidkan dalam Masa Darurat
Penyebaran Gorona Wrus Osease (Covid-19), yang di dalanmya
nmengatur bahwa Yian Nasional tahun
2020 dibatalkan termasuk Uian Kompetensi Keahlian 2020
bagi Sekolah Menengah Kejuruan

3. Mendikbud kemudian menyanrpaikan surat nomor
43610/MPKAHA/2020 tanggal 5 Mei 2020 kepada Menteri
Sekretariat Negara perihal Pengajuan Rancangan Keputusan
Presiden  tentang Pembatalan dan  Peniadaan
Penyelenggaraan Uian Nasional Tahun Ajaran 2019/2020

4. Sehubungan dengan hal tersebut, dasar hukum penrbatalan
dan peniadaan penyelenggaraan Uian Nasional sudah cukup
dengan Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020
sehingga Kemendikbud dianggap telah menindaklanjuti
arahan Presiden dalamRapat Terbatas

5. Perlu untuk segera menyenpumnakan Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
untuk penerapan Asesmen Konpetensi Minimum dan Survei
Karakter sebagai pengganti Uian Nasional.

Waeo Cnference Presiden di Istana Merdeka-
RAPAT TERBATAS 07 April 2020 Percepatan Program
Padat Karya Tunai

Menteri Desa POIT telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa
POIT No.6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa POIT
Na11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2020 dengan menanbahkan ketentuan DD dapat digunakan

untuk penrberian BT dan penanganan bencana nhon-alam

Rapat Terbatas tanggal 3 April 2020 tentang
Strategi Peningkatan Peringkat Indonesia dalam
Rrogranme far Infermational Sludent Assessment
G

1. Diterbitkannya Standar Nasional Pendidikan (S\P) Pendidikan
Menengah Kejuruan tahun 2018 merupakan salah satu langkah
dalam meningkatkan  nilai  standar PASA  Dalam
inplementasinya Orektorat SVK nrelibatkan DO dalam
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setiap penyusunan dokumen perrbelajaran agar lulusannya
siap bekerja sesuai kebutuhan dunia kerja.
2 Pengangkatan kepala Sekdlah Menengah Kejuuan (SWMK)
merypakan kewenangan Penda Proving, namun dalam
prosesnya Orekiorat SVK saling bersinergi untuk melakukan
evaluasi terhadap kinerja kepala sekolah
3. Penyediaaan marketplace agar sekolah dapat menbelanjakan
kebutuhan operasional merela, yang akan menjadi bagian
dari Platfom Sekolah Selain meningkatkan kermudahan,
platfarmini juga bertujuan untuk
a Ogitalisasi perbayaran
bMenbangun laporan penbelanjaan sekdlah yang dapat
diterima oleh berbagai pemmangku kepentingan demi
menangkas kerumitan dalampelaporan

cMambantu  sekolah merencanakan  perrbelanjaan  yang
optimal dan dapat berkontribusi dalamhasil perrbelajar.

4. Guru Penggerak dapat didefinisikan sebagai guru- guru yang
memiliki  pengetahuan  akademis dan pedagogis, serta
memiliki kemanpuan untuk berbagi wawasan dengan guru-
guu lain Uhtuk nengidentifikass Guru  Penggerak,
Kemendikbud sedang dalam tahap perancangan program
pelatihan untuk menpercepat perkerrbangan mereka untuk
menjadi peminrpininstruksional (instructional leadker.

5. Merancang Paltfarm Penrbangunan Karir sebagai salah satu
solusi untuk me- link-kan sekdah dengan perusashaan dan
dunia nirlaba.

Rapat Terbatas pada tanggal 19 Maret 2020
mengenai Kebijakan Kelautan Indonesia, Presiden
meberikan arahan Menteri KP meninjau kerrbali
kebijakan  pelarangan cantrang,  kebijakan
pengelolaan lobster; kepiting dan rajungan,
menyetujui upaya nmenggalakan budidaya runput
laut, bekerja sana dengan Menteri Perindustrian
mengenbangkan industri perikanan, dan segera
disiapkan revisi Permren yang telah dibahas

Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan beberapa kali rapat
koordinas membahas muatan RPermen bidang kelautan dan
perikanan sesuai arahan Presiden dalam periode bulan Maret-
Juni 2020, salah satunya adalah Permren Lobster yang telah
ditetapkan nelalu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 12/PERVEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster; Kepiting,
dan Rajungan

Rapat Terbatas tentang Ketersediaan Gas untuk
Industri tanggal 6 Januari 2020, K/ terkait agar
harga gas untuk industri di dalam negeri
diupayakan berada dikisaran US$ ¢/MMVBIU pada
Maret 2020

1. Sekretaris Kabinet kepada Menteri terkait telah mengirimkan
surat perihal Tindak Lanjut Arahan Presiden pada Rapat Terbatas
Ketersediaan Gas untuk  Industi (Suat  Nonor:
B0018/SeskabyMaritinmy/01/2020 tanggal 29 Januari 2020);

2 Menteri ESCMtelah menetapkan:

a. Peraturan Menteri ESOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bdang
Industri;

b. Peraturan Menteri BESOM Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri ESCM Nomor 45 Tahun 2017
tentang Permanfaatan Gas Bumi untuk Perrbangkit Tenaga Listrik
c Keputusan Menteri ESOM Nomor 89 Tahun 2020 tentang
Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bdang Industri;

d Keputusan Menteri ESOM Nomor 90 Tahun 2020 tentang
Penugasan kepada PT Pertanrina untuk Melaksanakan Penyaluran
Gas Bumi di Bdang Industri;

e Keputusan Menteri ESOM Nomor 91 Tahun 2020 tentang Harga
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Gas Bumi di Permbangkit Tenaga Listrik

f. Keputusan Menteri BESOM Nomor 92 Tahun 2020 tentang
Penugasan kepada PT Pertanrina untuk Melaksanakan Penyaluran
Gas Bumi di Permbangkit Tenaga Listrik

3. Menteri ESOM telah menyanpaikan Rancangan Peraturan
Presiden tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas
Buri Tertentu kepada Presiden melalu surat  perihal
Penyanpaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Cara
Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu tanggal 24
April 2020.

4. Rancangan Perubahan Perpres Penetapan Harga Gas Bumi
dalam proses permohonan paraf.

Rapat Terbatas temtang Penataan Hkosistem
Program Ketenagalistrikan tanggal 4 Maret 2020

Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat Tindak Lanjut
Dukungan Terhadap Peningkatan Kehandalan Penyediaan Tenaga
Listrik Jawa-Bali pada tanggal 18 Juni 2020, yang kesinpulannya
adalah sebagai berikut:

e Kementerian ESDM bersama PT PLN (Persero), saat ini sedang
menyustn Rancangan Peraturan Menteri (RPemen), yang
menggabungkan pengaturan dalam Permen ESOM Nomor 27
Tahun 2018 tentang Konpensasi atas Tanah Bangunan
dan/atau tanaman dan Permen BSDM Nonor 18 Tahun 2015
tentang Ruang Bebas Tranais dan Jarak MninumTranamis
pada Saluan Wara Tegangan Tinggi sebagaimana telah
diubah dengan Permmen ESDM Nonor 2 Tahun 2019.

Hal yang diusulkan diatur dalam RPermren, antara lair:

a. Pengaturan hak bagi PLN untuk menotong dany/atau menebang
tanaman yang berada di sekitar/luar ROW yang berpatensi
mengganggu operasional transimisi dengan merrberikan biaya
tebang ranpal.

b. Pengaturan partisipas dan kepatuhan masyarakat dalam
pengananan jaringan tranaisi tenaga listrik

¢. Pengaturan kewajiban penganmanan jaringan transimisi tenaga
listrik tidak hanya untuk PLN namun juga untuk perregang
hak atas tanah, bangunan dan/atau tanamen yang berada di
bawah dan sekitar RoW

d Pengaturan jenis kegiatan yang dilarang dilakukan di baweh
dan sekitar RoW

Nanmun masih perlu dilakukan pengkajian terhadap:

a. Perberian konpensasi lebh dari 1 (saty) kali yaitu
konpensasi bagi peilik lahan RoWsebelum ditetapkan RTRW
yang mengakomodir Peraturan Zonasi dalam Perda RTIRW

b. Perrberian insentif oleh Peerintah Pusat atau Perrerintah
Daerah

2 Progres penyusunan Rapergub Jawa Tengah Tentang

Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Koridor Jaringan

Tranamisi 500 KV Tanjung Jati - Pedan:

a Kementerian ATR/BPN PT PLN (Persero) dan Perrerintah
Provins Jawa Tengah telah beberapa kali melakukan
perrbahasan penyusunan Rapergub, dan saat ini dalamtahap
finalisasi. Target Rapergub selesai pada akhir Juni 2020.

b. Pokok isi Rapergub sebagai berikut:
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1) Pengendalian dan pemanfaatan ruang mreliputi arah
Peraturan Zonasi ruang bebas tranaris, ketentuan
perizinan, insentif dan disinsentif, dan sanksi administratif.
2 Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan meliputi
pemenuhan standar peralatan, pengamenan instalasi, dan
kepenilikan Sertifikat Laik Qperasi (SL0).
3) Kerjasama dan koordinas antara Pemerintah Pusat,
Perrerintah Deerah, dan pihak terkait lainnya
4) Pengendalian dan pengawasan
¢. Pengatuan dalam Rapergub dipandang masih perlu
mengakonodir;
1) Insentif bagi masyarakat pemilik lahan RoW yang patuh
terhadap pengaturan ROW misalnya berupa relaksasi atas
pungutan pajak yang dikenakan
2) Pengaturan RTRWtidak hanya untuk trangmisi tetapi juga
untuk penrbangunan Garduk Induk
3. Capaian perrbebasan lahan perrbangunan transmisi 500 KV dari
Tanjung Jati — Gbatu Baru hingga Mei 2020 yaitu pengadaan lahan
sebesar 9612%, lahan untuk ROW sebesar 64,25%, konstruksi
pondasi sebesar 81,41%, erection sebesar 51,76%, dan stringing
sebesar 16,58%.
Kerrenterian ESCM melalu Keprmen ESOM Nommor 77 Tahun 2019
telah menetapkan jalur transmisi SUTET 500 KV Suralaya-Paiton,
yang mengakomodir penyediaan listrik sepanjang Banten - Bali,
sebagai Cbyek Mital Nasional (Qbvitnas) ketenagalistrikan
Sedangkan, usulan penanbahan transmisi 150 KVa sebagai
ohvitnas tengah dibahas dalamrevisi Kepmen

Rapat Terbatas pada tanggal 24 Maret 2020 melalu
Wobo (onfaece dengan pokok bahasan
pengarahan Presiden kepada para Gubemur
menghadapi panderik COMD-19

Sekretariat Kabinet sebagai manajemen kabinet terlibat dalam
hal mengkaji dan memberikan rekomendas atas rencama
kebijakan dan program pemerintah untuk  pengendalian
trangpotass masa  pandemk  Covid-19 nmelalu  rapat
terbatasfrapat intem yang dipinpin deh Presiden tentang
evaluas Penbatasan Sosial Barskala Besar (PSEB, serta
koordinas dengan  kementerianflenrbaga  terkait guma
menindaklanjuti hasil rapat terbatas/rapat intern tersebut.
Selretariat  Kabinet secara aktif membahas  penyusunan
Peraturan Menteri  Perhubungan  mengemai  pengendalian
trangportas untuk seluruh wilayah dan wilayah yang ditetapkan
sebagai PS8B (PMNonor 18 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020).

Ratas tentang Pengenbangan Destinasi Priaritas
tanggal 21 Noverrber 2019 Inti Arahan
Presidery

Menteri Pariwisata dan Bronomi Kretif/Kepala
Badan Pariwisata dan Bkonomi  Kreatif serta
menteri/fpinpinan  lembaga  agar  melakukan
langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan
progranykegiatan untuk lima tahun kedepan dalam
rangka mendukung kesiapan destinasi parivisata
priaritas guna meningkatkan jumah kunjungan
wisatawan

Kemenko Bdang Kemaritiman dan Investasi bersama dengan KL
terkait, telah beberapa kali menyelenggarakan rapat koordinas
untuk menrbahas progres perrbangunan dan  pengerrbangan
destinasi super prioritas dan Sekretariat Kabinet terlibat aktif
dalam rapat koordinas tersebut, terakhir rapat yang
diselenggarakan Menko Hdang Kemaritiman dan Investasi pada
tanggal 25 Juni 2020 guna menrbahas percepatan  perbangunan
5 destinas pariwisata prioritas yang dipinpin oeh Menteri
Koardinator Bdang Kemaritinan dan Investasi.




